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Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1"9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimakiud dalam pasal 2 ayat (7) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling

sedit6t if.pf .OOO.000,00 (satu juti rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)'

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, rnemamerkan, mengedarkan atau meniual

kepadi umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak

Tekait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling larna

5 (lima) tahur.r dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima latus iuta
rupiah).

(3) Baiangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggtrnaan untuk
' 

kepenlngan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana peniara

puii.g triru 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapadengan sengaja melan5;gar Pasall'7 dipidana dengan Pidl11 

-p-eniara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).
(5) Barangsiipa dengan sengaia melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 29 awat (3)

dipidJna d..,grt pidur,u penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)'
(6) Baringsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55

dipidJna a".,grr, pidut, penlara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)'
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
' ' 

denga"n pidrr* p".,;uru paiing lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banvak

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh iuta rupiah)'
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana' - 

dengair piautt, putlrtu paiing l"ma 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp150.000.000,00 (seratus iima puluh juta rupiah)'
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 26 dipidana dengan pidanl penjara
' - 

pa1;nfhma 5 (Iirna) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,t)0 (satu

miliar lirna ratus juta ruPiah).

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum
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Mengantar:
Bukan untuk Bermalasan

ALHAMDULILLAH. Itulah ucap teologis yang Pertama meluncur dalam
benak ruhani atas selesainya buku ini. Hanya karena karunia dan rahmat-
Nya manusia memiliki kapasitas untuk melakukan segala hal dalam
kerangka takdir-Nya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dengan kuasa-
Nya dan memiliki otoritas paling menentukan dalam menggiring kehidupan
dalam segala dimensinya. saya menjadi sedikit atau sangat mengerti bahwa
dalam tata kehidupan ini manusia tidak memiliki kedaulatan apapury

apalagi soal hak asasi manusia yang kini ramai diperjuangkan di rana selisih
kata yang disebut HAM. HAM bukan ketertundukan tetapi kepongan untuk
menunjuk diri memiliki dan tidak dalam kapasitas merawatnya dengah

menghatur terima kasih.
Bagaimana manusia merasa berdaulat dan berhak asasi dikala dalam

kehidupannya tidak mampu mengontrol segala sesuatunya kecuali dengan

Kuasa-Nya. Ini bukan berarti terjadi fatalisme untuk melakukan dedikasi
kehayatan pada semua lininya. Pemahaman ini untuk meneguhkan bahwa

apa yang saya lerkukan semata-mata dalam perjalanan yang digariskan-
Nya. Dan ketundukan serta kepasrahan atas segala hal dalam Kerajaan-Nya
adalatr jalan hidup yang tengah saya alami. Tuhan mempersilahkan kita
terus berkarya dan berikhtiar secara tepat tanpa bermalas-malasan dalam

menjalankan peran penyebaran berita-berita yang Tuhan telah ciptakan.

Hidup harus bekerja dengan tepat dan bukan kisah pilu untuk melamunkan

kemalasan. Melamunlah dengan kerja keras sebagai wujud terima kasih

kepada Tuhan. Itulah titik singgung tertinggi yang hendak dan terus manusia

musti raih. Hidup dalam pemahaman titik kosmos Tuhan dan semua itu
kembali atas kehendak-Nya. Tuhan telah memperjalankan hambanya dan

mengkaryakan siapa saja ciptaan-Nya dan biarlah Tuhan sendiri yang

menilainya atas semua pekerjaan itu. Intinya jangan pernah bermalas-

malasan terutama dalam menjalankan dan menegakkan hukum lingkungan
(environmental law alias milieurecht). Hukum ini menyediakan perangkat asas,

norma dan aturan untuk menata perikehidupan dalam relasi ekologis yang
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bernilai teologis dan berorientasi humanisme serta berpijak pada tonggak

nasionalism" yur,g disusun secara demokratis bagi kepentingan keadilan

sosial.
Atas konsepsi dan persepsi hukum lingkungan dengan kaedah

ketuhanan demikianlatr, saya melangkah untuk menapaki karier akademik di

IJniversitas Airlangga yang amat saya banggakan' Kebanggaan pada kampus

ini bukan saja karena mendapatkan banyak ilmu dan memberangkatkannya

dalam pengabdian kepada kepentingan ketuhanan' kemanusiaan dan

lingkunian dari jejak Universitas Airlangga untuk Indonesia, tetapi juga

kur-er,a iarllettg Gusti Prabu Airlangga yang bergelar Sri M-aharaia Rakai HaIu

sri Lokeswara Dharmaz.Dansa Airlangga Anantawikramattunggadewapada abad ke-

10-11 telah banyak mengajarkan bagaimana membanglrn negaranya untuk

berkembang duiam kerangka pembangunan berwawasan teologis-humanis-

ekologis. Saya menjadi sangat bersemangat atas kemampuan dan daya kerja

prabrlAirlangga. Petilasan-petilasan dan rute alur air yang dilindunginya

dalamp"-uhurr,urtsumbe.mataairharusdikemasdalamduniaalam
yur,g ""^"rtinya, 

maka lahirnya situs ekologis nan historis yang amat

t"rriltui religius (meski terkadang dinilai sebagai mistis) di puncak Gunung

penrnggurrf,an. Keberadaan situs ekologis c,rmber mata air ]olotundo adalah

simbolbahwaPrabuAirlanggabenar.benarSangatmemahamiartipenting
penataan tata pemerintahan yang bervisi ekologis. Kontekstualitas ide dasar

kunl"ng GustiPrabu Airlangga kemudiaan mengelana dengan membangun

sulrruri irigasi sekaligius Jipedisi pembangunan keraiaan sampai pada

tingkatan riembuat Ka'ii Brantas dalam segala tataranya. sumber mata air dan

,uliru., perairan diperhatikan agar sawah dan gunung-gunung ada dalam

satu rarigkaian ekosistem alamiah. Pemahaman ini sekarang dapat dibaca

sebagai iata kelola lingkungan yang berbasis ekoregion' Tentu saja makna

lingiungan yang dikembaigkun din terus clipelihara oleh-pemerintahan

Prabu Airlangga perlu banyak digali dan dipelajari untuk 
-kepentingan

menata Indonesia ke depan yu"g tubln baik' Empu Sindok sebelumnya telah

meletakkan dasar-dasar Ekologis ini di era Kerajaan Kahuripan'

Apa yang dilakukan Prabu Airlangga sudah semestinya mendapat

perhatian 
- 
khusus dari semua generasi di Kampus Universitas yang

menyandang nama besarnya, lJniversitas Airlangga' Dengan segala

kemampuan, saya selalu berupaya untuk mendalami aspek ekologis dari

sistem pemeriniuhan Prabu Airlangga itu dalam pergerakan waktu yang

musti iapat dilekatkan pada titik tolrainat kosmologisnya' Apa yang terjadi

dengan lambang kerajaan dengan Garuda yang memanggul Guci bermuatan

Airimrta, purtiluh trtutt 
'Ikudu' 

perlambang tanpa makna yang tidak

berdaya jangkau jauh ke depan' Air kehidupan menjelma secara asasi meniadi

tonggak kahuripan yang menandakan ada dimensi hidup dalam setiap upaya

pem-rintahur, yurtg dianggitkan. Prabu Airlangga memberi teladan besar

yang kini masih sedikit tergali tetapi telah menginspirasi saya secara pribadi

untuk terus mengerti manaiemen lingkungan yang diprogramkannya'

Kalaulah kini ada pewarnaan hukum lingkungan dalam konteks

pembangunan berkelanjutan alias sustainable deaelepment yang bersendikan

ra.rgkaia.r keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan

,".J.u integral, pastilah hal ini juga bukan semata-mata dari dunia modern

yang terputus dari mata rantai sejarahnya. Pembangunan berkelanjutan

*uriu.,g *"madukan ketiga pilar itu untuk menata kehidupan yang memiliki

harmonisitas dalam keseimbangan. Hal ini juga semakin mengentalkan dan

membenarkan mengenai pernyataan Tuhan bahwa alam semesta ini dicipta

dalam titik keseimbangan yang semPurna. Manusia bahkan ditantang

untuk terus menggeliatkan pemikiran argumentatifnya: apakah manusia

menemukan ada ketidakseimbangannya dalam setiap karya agung Tuhan?

Di sinilah kita menjadi se,rnakin mengerti arti posisi pencipta dan tercipta'

Pencipta pasti lebih unggul segalanya dari yang tercipta' Oleh karena

manusia iiu tercipta maka pastilah memiliki kemampuan yang hanya sangat

kecil dari kompleksitas kernampuan pencipta' Dan mlhkukan pembangunan '

berkelanjutanyangmamPumemadukankepentinganekonomi-ekologi-
sosial adalah bagian kecil dari wujud pengabdian atas kehendak-Nya. Ini

adalah performamenspiritualitas setiap langkah agar pada jejak tindakan

manusia tidak semata-mata diukur dalam Parameter kapitalistis yang luput

dari otoritas teologis. untrrk itulah adalah anugrah apabila kita_selalu dapat

bekerja dan memelihara keseimbangan alam semesta untuk kemudian

membiarkan Tuhan untuk menentukan langkah yang telah kita tempuh

untuk melakukan evaluasinya. Sungguh sangat beruntung untuk posisi

ketuhanan yang semacam itu. Apa yang saya lakukan ini hanyalah untuk

membuktikan bahwa evaluasi duniawi dan ukhrowinya akan saya serahkan

kepada-Nya.Pelaksanaanpembangunanberkelanjutanapakahsesuaidengan
konsepsi aslinya atau terjadi penyimpangan, itulah tug-as lnanusia 

untuk

mehklkan jalan kekhalifahannya yang paripurna' ApakahNegara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) telah menjalankan tata kelola lingkungan yang

*u*pumenseimbangkankepentinganekologis-ekonomis-sosialdalam
hentakan atau tarikan nafas yang sama, sangatlah tergantung pada kebijakan

pemerintahny a (P ublic P olicY).

Dalam buku ini pembaca akan menemukan bahwa aPa yang terPaPar

bukanlah wujud peiaksanaa.,. (implementation) dan penegakan hukum

lingkungan (inoironmental law enforcement) pada tataran pembangunan

berkelanJutan itu secara sejati. Dari berbagai kasus lingkungan vang
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terpotret tampak bahwa itu wujud merendahkan martabat hukum

lingkungan, t"rt, tidak peduli dengan pelaksanaan dan penegakan hukrrm

ftltun[at pada rumpun pembangunan berkelanjutan' Atau mungkin

pembangunan berkelanjutan dengan hukum lingkungannya memang

iia* aiLtranakan dan tepatnya belum dapat berjalan dengan baik. Bukan

hanya soal kelembagaan atau kelengkapan perangkat NKRI, melainkan juga

bobot kualitas kemanusiaannya juga yang konon masih kurang gairah kerja

(tentu bagi si pemalas). Meski demikian bukan berarti NKRI akan meniadi

negara gigul ieca.u ekologis. NKRI harus belajar dan kita semua menjadi

p"rryu.rggi*ya akan terus ulet berbuat untuk kebaikan NKRI' Apa yang

i"r.utrr^ dalam buku ini adalah bukti bahwa yang terurai di dalam buku ini
rnenjadi pelajaran atas kemamPuan yang belum fur'gsional di NKRI dalam

*"r,utu kehayatan kenegaraannya. Dengan demil:ian, kemalasan tidak boleh

menghunidansumrambahdisetiapjengkalNegaraKesatuanRepublik
Indoiresia. Rakyat Indonesia tidak boleh bermalas-malasan atau hanya rajin

berdemo ),ang anarkhis saja, tetapi harus bekerja keras secara cerdas ciengan

tuntunankenabian dan risalah para rasul. Meski judul buku ini mengusung

adanya para pemalas, hendaknya itu meniadi lecutan dan bukan cat:ian

untui ,.r"r-,gglliutkan energi membangun NKRL Partisipasi rakyat dalam

*embangu,. Nxru secara total harus dibuktikan bahwa setiap warga NKRI

maubekerjatanPaPernahlelahkarenasetiapbenihkebaikanpekerjaanitu
adalah kemuliaan yang selalu diperhitungkan Tuhan'

Kini kita akan melrngkah bersama menata keseimbangan tata kosmos

semesta dengan bekeria yang diperjalankan Tuhan' Ini saya tekankan

karena ,".u.I yuridis juga diakui oleh NKRI' Setiap Undang-undang di

Indonesia itu selalu membawa-bawa bahkan dilandasi dengan fonclasi utama

kata Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, termasuk lJndang-undong No' 32

Tahun 20"09 tentang Peilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-

undang ini penting, bukan karena saya sendiri adalah Tim Perumusnya/

melainkan secara normatif telah memberikan ruang uPaya perlindungan

lingkunganSecarayuridisyangamatsangatargumentatif.Tentrrsalakritik
dan kelemahan selalu aupat ait"temukan, 'Ian senyampang karena itulah

memang Hukum Lingkungan akhn selalu berkembang. Prinsip-prins,ip

p".,gelo=luur, lingkungln ying telah lama diajarkan di bangku-bangku

i"fi"un acapkali ditu;ngkan talam formulasi Undang-undang tersebut

secara terang. Semoga ini *en.lorong agar dunia kampus- tidak pernalr

berhenti mengawal perialanan Undang-undang dimaksud dalam konstatasi

implementasi serta penegakan hukumya di lapangan yang sangat empiris'

fo.iao. juang dan p"n.g^ru,l untuk konsisten pada aspek penegakar.r

hukum membutuhkan komitmen besar aparat hukum agar setiap norma

hukum terjamin kehormatannya. Bacalah dengan serius Undang-undang
itu dan selalulah gali apa makna dari yang tertulis dan konstruksikan
dalam bangunan kasus nyata. Semoga itu meniadi pijakan kritikal untuk
tidak berhenti mencermatinya. Atas kepentingan itulah sengaja Undang-
undang itu dilampirkan dalam buku ini. Dengan membaca Undang-
undang yang merupakan salah satu wujud dari norma hukum lingkungan,
kita dapat menyaksikan betapa kehidupan hukum kita diamputasi secara

serapah. Hukum lingkungan ditelikung dengan terang tanpa rasa risih dan
malu. Kehidupan yang menistakan lingkungan adalah kehidupan yang
meremehkan hukum lingkungan yang secara prinsipal telah mendapat
tempat terhormat di Indonesia. sebagai neSara hukum, Indonesia dipastikan
selalu melandaskan diri dalam memberikan pengaturan tata lingkungan
secara yuridis. Flukum lingkunga bahkan telah menjadi mata kuliah wajib
yang tertata secara akademik dalam kurikulum yang memenuhi kebutuhan
untuk melestarikan keberadaan negara secara ekologis. Apabila kini hukum
lingkungan belum dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik, bukan
ber;trt kita akan runtuh dan hukum kehilangan wibawanya, tetapi itu
wujud simbohk agar kita semakin raiin berbuat dan mengabdi bagi NKRI.
Penelikungan hukum adalah cermin pribadi yang mengabaikan kaedah

hidup yang patu! hanya sikap ketidakpatutan yang menelikung hukum
lingkungan dan itu hanya lahir dari sikap tindak yang tidak menghargai
dirinya sendiri.

sebagaimana dilihat secara sederhana, buku ini bukanlah buku yang

ditulis secara sengaja sebagai buku ajar atau bacaan komprehensif yang
khusus ditulis untuk kepentingan akademik. Buku ini adalah (tepatnya

merupakan) wahana yang diposisikan' sebagai kumpulan gagasan/

pandangan dan sekilas resPon saya pada berbagai permasalahan yang

muncul dalam keseharian pada waktu-waktu yang telah lalu. Ini adalah

kumpulan opini lepas yang menghiasi beragam media yang pernah

saya sampaikan. Hanya karena didorong oleh kebutuhan untuk selalu

mendokumuntasikan setiap serpihan pemikiran itu dalam himpunan yar,g

tertata, maka buku ini maujud seperti sekarang ini. Apalagi hal ini didukung
oleh banyak pengabdi lingkungan dan para akademisi serta lingkungan
terdekat dalam keluarga. Istri dan anak saya telah memberikan andil besar

dalam upaya mewujudkan buku ini sebagai bagian dari lintasan sejarah

bahwa suami dan ayahnya telah mempunyai pandangan semacam itu.
Semoga ini menjadi teladan baginya dan segala amal yang Tuhan berikan
kupersembahkan untuk orang tua saya dan semua Suru-8uru saya. Tuhary

berkahi mereka semua dan agungkan hidupnya serta tinggikan derajatnya.

Selamat membaca. Alhamdulillah selesainya mengkompilasi pada saat 20 Mei

vll1,
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sebagai tanggal Hari Kebangkitan Nasional. Paling tidak ini adalah spirit dan

penggugah untuk terus mau memberikan pengabdian bagi keberadaan NKRI.
Bukan saatnya untuk bermalasan. Kerja produktif untuk memberi solusi

bagi kebaikan NKRI adalah jalan pengabdian yang rriscaya dapat ditempuh
dengan penuh dedikasi oleh setiap pribadi. Terima kasihku kepada semua

Saudaraku yang telah memotivasi agar semua opini tertulis yang telah kubuat
untuk dihimpun dalam sebuah buku agar lebih memudahkan apabila dikala
senggang untuk membacanya. Terima kasih kepada Direktur Airlangga
University Press beserta semua staf yang san6at membantu dan tekun dalam
membenararahkan pengerjaan buku ini. Terimer kasih yang tak terhingga
kepada Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Penelitian lJniversitas

Airlangga yang telah memberikan pembiayaan penerbitan. Tuhan muliakan
mereka semua dalam perjalanan hidup pada Kuasa-Mu. Terima kasihku
kepada-Mu Tuhankq dan aku selalu bersimpuh disetiap titik lembar sernesta-

Mu, karena buku ini hadir diterbitkan disaat pula hambamu berulang tahun,
20 Oktober.

Surabaya, 20 Oktober 2012

Suparto Wijoyo
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Hidup Enjoy;
Dengan Seni Meng-alam-kan Alam

Perubahan ekologis sangat berpengaruh pada terjadinya Perubahan Perilaku
di kehidupan umat manusia. Apalagi rusaknya ekologis sangat cepat

membantu terjadinya kerusakan pada kehidupan umat manusia. Maksudnya,
Cara Berpikir seseorang sangat signifikan dengan terjadinya kelestarian
lingkungan, atau justru mengeksploitasi lingkungan hidup. Itulah sebabnya,

setiap manusia harus diberikan pencerahan, agar memiliki kesadaran yang
tinggi di dalam memberdayakan, menjaga, dan melestarikan lingkungan
hidup. Maka, semua yang ada di kehidupan umat manusia hendaknya
diberikan pemahaman bahwa agama/ ilmu, dan saintek harus mendorong
kesadaran setiap manusia modern untuk memiliki sikap mental dan perilaku
yang ramah terhadap lingkungan hidup.

Kita harus bersyukur di tengah-tengah krisis lingkungan hidup baik
dari skala nasional maupun skala global. Allah ta'ala masih menakdirkan
bangsa Indonesia memiliki salah satu putera terbaiknya yarlg concern,

komitmery dan konsisten dengan lingkungan hidup. Yang mana sikapnya itu
muncul karena terdapatnya motivasi kecerdasan keagamaan yang dimiliki
sebal;ai seorang mukmin-muslim. Sehingga lahir sikap mental dan perilaku
keberagamaan yang ramah dan sekaligus melakukan pembelaan terhadap

ekologis bangsa ini. Dia adalah seorang Guru Besar Luar Biasa Ma'had TeeBee

Indonesia; Suparto Wijoyo al-Hali, yang juga dosen di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya.

Buku yang ada dihadapan pembaca adalah salah satu dari sekian

banyak bukunya yang memberikan pencerahary sekaligus pengetahuan
mengenai lingkungan hidup. lJtamanya dari pendekatan hukum lingkungan
hidup. Harus diakui bahwa negara seolah tidak berdaya melakukan

sosialisasi terhadap rakyatnya, hingga menjadikan masyarakat bangsa

Indonesia "melek" dan sadar terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Kerusakan dan perusakan yang dilakukan siapa pun atas lingkungan

hidup di Indonesia. sah-sah saja untuk disebut orang yanS lemah iman.

sebab seorang yang beriman kepada Allah ta'ala pasti memiliki tingkat



l,--"

ketaatan yan g sami'na wa atha'naterhadap perintah-perintah Tuhan dan rasul-

Nya. sementlra, di banyak kesempatan kalarn Allah swt telah memberikan

informasi sampai penegasao bahwa Allah ta'ala tidak menyukai orang-

orang yang -"Lkrlun ferusakan dan kerusakan di muka bumi. Begitu juga

a"r,g".., RJsulullah saw,banyak memberikan kecaman kepada para perusak

hnglungan hidup mulai dari para pemburfu samPai penebang pohon

tu,i" urrt" alfaqir yang berjudul "Indahnya perbedaan; Bening Hati Untuk

Indonesia, 201O red).
Perlu diketahui, rusaknya ekosistem secara ekologis berarti sama saja

dengan "teror maut" bagi kehidupan umat manusia. Maka, seseorang atau

seke"Iompok maha illegil logging, yang nyata-nyata melakukan perusakan

hutan. Ir4ereka telah melakukan "teror maut" atas kehidupan umat manusia'

Pemerintah harus serius menangani teror tersebut' Tidak hanya itu, rusaknya

terumbu karang, p"rt""*uru., air (laut dan sungai' atau tambak' red)'

Pencemaranuaara,danpencemarantaLnah'Semuaitus.amahalnyatelah
melakukan "teror maut" dalam kehidupan umat manusia'

Yang menjadi pertanyaary "Mungkinkah umat manusia suraiaal tanpa

lingkungan hiduP?"
Manusia yang akalnya waras pasti menghendaki hidup yang "enioy"'

Dan, salah satu cara ,rpuyu 
"e,"ot"'g 

dapat hidup "enioy" manakala memiliki

"seni,, di dalam "Meng-a1u*-kan Alam". Tanp.r adanya "seni" tersebut kiranya

sangat sulit untuk dipat memiliki dan merasakan hidup yang beirar-benar

"enjoy".

Apalagi di era neoliberal seperti sekarang lni' Sangat sedikit menemukan

orur,g iu.j hidupnya benar-blnar "enioy". Salah satu sebab hidup tidak
,'rrjof,"'krrJr,a aia tiaat memiliki "seni" di dalam "Meng-alam-kan Alam"'

fiA"U, sangat berbeda Cara Berpikir seseorang yang berada.dalam kawasan

lingkungai hidup yang sehat dengan seseorang yang hidup di kawasan

lingkungan hidup yang tidak sehat'" 
Coitoh t or,gtritiy+ bisa kita saksikan perbedaan mendasar pola hidup

masyarakat perkotaan du.tgutt masyarakat Pegunungan yang masih memiliki

kawasan hutan lindung.
Dari aspek keseilatary kesejahteraarL dan kebehagiaan tentu sangat

jauhberbedu.Di*ur,umasyarakatperkotaansangatberkecenderungan-memaksimalkan 
penggunaan otak kiri' Sedangkar; masyarakat pegunungan

seperti yang alfaqir p"ulu,ka'' lebih cenderung nlenggunakan otak kanan' Di

sinilahagamayangdiwahyukanTuhantersebutmemilikielanvitaldidalam
mendorong Penggunaan otuk t"''guh' Sehingga antara otak karran dan otak

kiri sama-sama diberi asuPan gi-zi d'an suplemen yang dapat menjadikan

seseorang lebih bersifat aril lembut, dan ramah terhadap lingkungan

hidupnya. Yang mana itu ditandai dengan pelayanan yang bagus terhadap

sesama (good seraices).Yang semata didasarkan karena pengabdiannya kepada

Tuhanyang diyakini dan diimani.
Apabila dalam Prinsip Trianggulasi yang alfaqir tawarkan, bahwa hidup

,"orur,g Manusia Indonesia hendaknya komitmen dan konsisten dengan:

tvteng-Ailah-kan Allah; Me-manusia-kan Manusia; dan Meng-alam-kan Alam.

Maka, buku Cak Parto (demikian p,anggilan akrabnya, red) ini berusaha

memberikan pencerahan dan melakukan pembongkaran segenaP kepalsuan

yang telah mengarah pada kemunafikan beberapa oknum dan lembaga, yarrg

d".,gur, sengaja atau secara struktural telah ada yang melakukan perusakan

dan kerusakan terhadap lingkungan hidup.
orang macam begitu, berarti dia telah gagal menjadi Manusia Indonesia.

sebal>, salah satu ciri Manusia Indonesia sejak jaman es memiliki kepedulian

terhadap lingkungan hidup. Benar-benar mengamalk an "hablum minal' alam".

Di mana meitku hidup dengan "seni" Meng-alam-kan Alam' Terbukti sangat

banyak kearifan lokal yanl dimiliki bangsa Indonesia sebagai khazanah

budaya dan pemikiran yang adi luhung'-Contott, 
orang Jawa dulu sering menasehati anak-anaknya, "oio nguyuh

ning ngisor uit ged-e merSo ono sing nunggu; jangan kencing di-bawah pohon

besu, kur"na ada yarrg menjaga." Ini wujud kearifan lokat tidak ada niat lain'

sehingga pohon-pohon besar terselamatkan dari perusakan dan kerusakan.

Siiahkan bandingkan dengan orang sekarang' Konon disebut orang

modern ternyata tidak memiliki semangat kearifan lokal. Dengan enteng

dikatakan, 'Ah, jangan Percaya itu perbuatan syirik!"
l\pa yang terjadi? Semua poho., dibabat habis' Manusia serakah

tidak lagi'iukur" sebaliknya, dengan "semangat tauhid" justru melakukan

perusak"an hutan. Itulah salah satu analisa alfaqir mengaPa hutan di negeri

ini rusak. Karena agama tidak lagi didesain guna melahirkan Cara Berpikir

yang bertar, sehingga imannya melahirkan Cara Rerpikir yang: Teologis;

Humanis; dan Ekologis (THE).

Akibatnya sangat mengerikan. Di mana orang yang mengaku beragama

ternyata secara terangterangan dialah yang paling u*-ul melakukan

perusakan dan kerusaian atai lingkungan hidup. Tulisan dalam buku ini

ticlak untuk mencari siapa yang salah. Tetapi dengan keterangan-keterangan

yang nyata dan didukung dengan data-data yang valid' mengajak para

p"rriUuru, pemerhati lingkungan, dan para pegiat lingkungan lridup 
untuk

iurr, ,""riu istiqamah Jun -rdu*amah melakukan pengawalan terhadap

lingkungan hidup dengan cara melestarikannya'" 
sefaranglul, ,uat"yur,g tepat setelah membaca buku ini segera lakukan

perubahan perilaku ltieharior nansformation). Guna memiliki sikap mental

xll
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danperilakuekologis.SebagaiperwujudandariimplementasiTHE(Teologis;
Humanis; dan Ekologi,, iuaj dalam kehidupan sehari-hari..masyarakat

Indonesia. Konon dif,atakan sebagai masyarakat yang reliiius' Segera

buktikan itu!
Tingkat relijiusitas seseorang sekarang harus diukur.salah satunya

<lengan ghirah ekologls yang dimiliki' *rTT"U di dalam memilih: pemimpin'

,ektl., partnership, termasuk menantu sekalipun'

Tidak saja tingkat relijiusitasnya' tetapi pendidikan' keilmuary sosial'

danbudaya Manusia Indonesia mulai saat ini rrirus diukur dati ghirah ekologis

yang aim;tiki. Dalam penerimaan quqYu" taruna' karyawan pun harus

diutamakan yurrg -;r;ifiki ghirah ;citogx' Pokoknya ghirah ekologis harus

*""i"af r,ufu, rctilarpu,t '"g"Itup 
Manusia Indonesia modern ke deparr

Ya Rabb terimalah uiutut saudaraku yang ikhlas- ini. sebagai jariah

kelak di akherat. semoga penulisnya ilmunya bermanfaat, begitu juga dengan

siapa pun yu.g *"-pllaiari buku ini' Pergolakan yang terjadi. dalam benak

dan diri Anda, ,u1rloi"i""dotottg untuk-segera memiliki ghirah ekologis di

kehidupan sehari-hari; amin'

Akhirnya, selamat membaca! [ ]

MTI SurabaY a, 2O Mei 2012

Miftahul Luthfi Muhammad al-Mutawakkil
Pelayan di nDalem Kasepuhan MTI Surabaya
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Trans ]awa dan Problematika ''
Lingkungan

.i. TRANS.JAWA SEBAGAI AilOMAtI?

IAWA menjadi jalan raya. Jawa akan menjadi bentangan tol terpanjang di
Asia? Jawa akan menjadi bantaran raya perlalulintasan? ]awa akan dijadikan
sabuk beton peradaban? jawa ada dalam kepungan investor yang tengah

berubah wajah menjadi predator? ]awa dalam kegamangan menyaPa masa

depannya dengan padatnya penduduk dan sempitnya lahan? ]awa akan

menjadi gurita kering tanpa makna? Begitu celoteh banyak pakar dan orang-

orang pinter yang terbaca dalam beragam pandangan. Rencana pemerintah
untuk membuat jalan bebas hambatan di sepanjang tanah Jawa adalah

berita yang memang menyedot perhatian publik. Para ekonom dan politisi
berkomentar. Para akademisi dan agamawan sibuk mencari dalil penolakan.

Para perencana dan penanam modal lebih asyik lagi untuk menguatkan
pendapatnya mengingat pendapatan mereka memang ditentukan oleh

keberhasilan menggolkan program. ]alan tol dibangun dengan argumentasi
sederhana untuk mengatasi kemacetan dan dalam rangka membuka

kesempatan kerja. Padahal asal-usul yang sibuk melatarinya adalah hendak

menghidupkan konglemerasi wilayah publik ke dalam ranah privat atas

nama penanaman modal. ]alan tol yang meski di fakarta tidak pernah

bebas hambatan hendak diteguhkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas

Pulau Jawa. Pulau yang satu ini memang seksi sekali dan memiliki titik-
titik gairah yang menarik syahwat para pemilik duit dan kekuasaan ekonomi.

Penguasa dengan segala kewenangannya pada akhirnya tergiur pula untuk
melakukan pemasaran ide dan cita-cita untuk membangun jalur kendaraan

cepat 1,ang mampu dengan mudah mentransformasi barang, jasa dan orang

dalam kilatan waktu yang singkat. semua pihak memang menyadari bahwa

Pulau ]awa saat ini sudahlah sesak bagi banyak penduduk. Ilmu demografi

dan geografi seakan mandek dalam telungkup Pulau ]awa. Penduduk terus

berdesakan dan kebutuhan infrastruktur rumah mauPun jalanan semakin

kurang dengan beragam kebutuhan wargarrya. Pulau |awa penuh sesak
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meski tidak sampai menggeleparkan pemiliknya' TanahJawa yang dianggap

subur dan mampu menghantarkan penghuninya untuk makmur rneski diiri
oleh sebagian orang yang tidak terima dengan kemakmuran yang dijanjikan

]awa. Pul:ru Jawa menawarkan banyak harapan keagungan sosial, budaya

ekonomi maupuan ekologi. Ya dalam takaran dan tataran lingkungan

tentu saja niatin itu perlu dilirik dan ditatap dalam sorot mata yang tajam.

Benarkah dengan pembangunan ]alan Tol yang umum dinamakan trans-

]awa itu akan membahaYakanJawa?
Banyak argumentasi selayaknya dapat digelar dengan tikar berpanjang-

panjang. Ialan 1ol yang rencananya dibangun memang belaiar dari Cina

iapat memberi manfaat besar bagi pergulatan ekonomi kawasan. Dengan

p"iob"burr., lahan maka uang yang terbilangfresh-money akan menyembul

ii luput gurr. Pulau ]awa. Uang segar akan segera mengalir ke tangan banyak

pur.rirra,It yang lahannya dibebaskan dan ekonomi akan bergulir begitu

cepatnya.OryuU"timasyarakatdipastikanakanmeningkattajarn'Belanja
barang dan jasa akan menyertai proyek pembebasan lahan dan roda ekonomi

uku^ I".priar kencang sebagaimana yang ada di Cina sewaktu melakukan

pembrnjrnan jalan tthya yang begitu panjang dan menggiurkan para

pu.r,oa"I ]alan iol menjadi ideologi ekonomi yang kuat' Pembet'asan lahan

ukur, *"rtyulurkan uang dengan terang akan pasti adanya' Masyarakat yang

memiliki uang berbendel-bendel akan segera membelanjakan l<ebutuhan

hidupnya. Impian untuk mempunyai mobil ataukendaraan lainrLya akan

."pui t".r"bu. Uut virus yang fJanas knliwat-liwat Maka penyakit demam

berkendaraakanmewarnaijalanantolyangterbentangdibekaslahan
mereka.Penguatanekonomilokaljugaakanterjadisebabpembangunan
jalan tol akan membawa PenyeraPan ter'aga kerja' Di tengah-tengah gejolak

irisis ekonomi global yung i"-itin ngegombal ternyata mendorong pihak-

pihak tertentu untuk meniegerakan pembangunan jalan tol' Tenaga kerja

iur""rrp banyak dengan terbukanya lapangan keria menjadi kuli bangunan'

Kesempatankerjako,rbanPHKjelasterbukalebar.Makakegentingansosial
akibat PHK dan tempaan ekonomi yanS ganas dengan senclirinya akan

teratasidenganpembangunanjalantol.Demikianlahobrolanringanyang
dapat didengarkan oleh sebagian besar penikmat "kopi git-" warung-

**.r.g pinfgir ialan. Mereka pasti dengan sen'rng jiwa berharap untuk

flr"r,unii lrp;; Pembangunan latan tol tra-t's Jawa itu diwujudJran? Mereka

seolah tidak sabar untuk menyingsing lelgan baju untul' si'rp menjadi

kuli dan tenaga pemecah batu atau Penuang rjemen cor di geladak-gela<lak

pembangunui jutu., tol. Praktis proyek trans Jawa sangat penting untuk

i.r-Urt tyu optimisme ekonomi. Namun benarkah ini adanya?

Ya.. . ya... soal ekonomi memang menjanjikan dan pastinya sangat

menggiurkan banyak pihak. Tapi cukupkah dengan kemajuan dan gairah

ekonomi semata? Pasti problem ikutannya adalah juga menyentuh aspek

sosial-budaya. Secara sosiologis dipastikan bahwa mobilitas transportasi akan

melahirkan jejaring sosial yang juga akan rentan terhadap penyimpangan

sosial. Tingkat pengembangan budaya harus disiapkan secara maton. Budaya

yang tradisionil dengan kendaraan kerakyatan akan bergeser ke wilayah
*""i. yang menyentuh ruang-ruang paling privasi' Persaingan-kepemilikan
kendaraan bermotor akan menggelegak dan ini akan menimbulkan gesekan

paCa orang yang tidak bisa punya kesempatan untuk memiliki mobil' Sisi

Lunu.r kiriyang dekat ataupun jauh dari lahan pembebasan pastilah akan

melongo untuk melihat tetangganya y ang kay a mendadak akibat pembebasan

lahan. Ini membawa rasa iri sPontan yang tidak dipersiapkan secara matang

dan melalui pergulatan yang lempang. Dalam konstalasi demikian pastilah

juru dakwah akan banyak lakunya. Para psikolog iuga harus disiapkan

untuk mengobati sakit berjamaah orang-orang "sakit hati" akibat "iri
hati". Ini tentu tidak akan terjadi dalam dentuman waktu yang lama dar,

tidak instan. Pembebasan lahan dengan gelembung ekonomi yang cepat

akan mudah meledak menjadi bencana sosial yang mengakibatkan p;,ra

ustadz, kiai, ulama, Pendeta, pastur, dan guru-guru ngaji kewalahan untuk
menyembrrhkan penyakit sosial yang sontak dan serentak. Adakah ini sudah

dipertimbangkan dettgan menjadikan Para tetangga pemilik lahan yang

ditebaskan cukup dijadikan kuli bangunan trans ]awa? Kalaulah ini yang

diagendakan maka betapa riuhnya kedengkian itu ditanam dengan suburnya

yai! yustru difasilitasi negara. Untuk itulah pola pembebasan lahan dan

t"pJ*iUtu. tanah yang ada harus dilakukan dengan santun dalam kerangka

,o"iul yung tepat. Apablla negara salah dalam melakukan pembebsan lahan

dengan kemuk-rtan yang serentak di wilayah sekitar trans-Jawa, maka

lanfrn berharap kekerasan sosial ekonomi tidak akan muncul di kawasan

trans Jawa. Saatnya PersiaPan mental baja.

Ok. Selepas masalah dari dentuman sosial bisa diredam dengan

penclekatan-pendekatan keagamaan dan kejiwaan secara simultan dan sangat

spesifik. Maia ki.i yang perlu dihitung dalam kalkulasi lanjutan adalah

dimensi ekologi' Apakah pembangunan trans Jawa tidak mengakibatkan

goncangan-goncangan ektlogi? Apakah Pembangunan tersebut tidak

,r,urrrr^t tatanan konservasi? Apakah lahan-lahan yang dibebaskan memang

kawasan yang tidak produktif? Apakah trans-]awa tidak mengakibatkan

bencana li.,gkrrlgo. yang perlu diperhitungkan dengan matang? Kenapa

aspek lingkr.gu., perlu diketengahkan secara overal? Karena kita semua

*"rryudu.i bahvra pembangunan dikatakan berkelanjutan justru disebabkan
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pembangunan itu mampu menjalin secara harmonis dimensi ekonomi,

sosial dan lingkungan. Apabila dimensi ekonomi memang menguntungkan

dan secara sosial memang tidak menimbulkan goncangan, maka apakah

secara ekologis memang dapat diterima? Kepentingan lingkungan

memang bukan wicara tunggal untuk menjadi Penentu pelaksanaan suatu

pembrrrgunan. Tapi dalam konstruksi modern dalam dunia yang berubah

pesut ,rruta perhiiungan dan kalkulasi lingkungan harus dikedepankan.

Lingkur.gan harus menjadi arus utama kebijakan yang dipedomani oleh

""*rru ,trkrholdrrt. Negara dengan segala alat kelengkapannya harus

memperhatikan lingkungan secara matang dan mantap. Tiada aspek

pu-du.gr.an dikatakan berkelanjutan yang diniscayakan mengabaikan

ii.,gkr.,gu.,. Siapapun tidak boleh abai terhadap lingkungan' Anomali sosial'

poiitit, irauyu, 
"tonomi, 

dan antropologi sertu planologi akan terjadi apabila

aspek lingkungan dibiarkan di pojok bang,unan atau diujung jembatan'

trins jawa harus memadukan diri dalam kilasan programatik lingkungan

secara sistemik. Tanpa lingkungan yang baik tidak ada Pembangunan
yang berlangsung baik. Aspek lingkungan dengan kepentingan konservasi'

tufrt u. preservasinyu.r,rrcii diagendakan untuk dianalisis. Meski demikian

tidak cukup dengan Amdal ataupun kajian risiko lingkungan' Kalkulasi

planologi dan ekologi harus sinergis dengan cita ekonomi serta sosio-kultural

,".um harmonis. Pendulum Pembangunan trans Iawa musti berdetak

seirama dengan gelombang maupun simponi sosial yang tepat dengan nada

dasarnya. Kipentingan lingkungan yang mengedepan pasti memuliakan

kemanusiaa.r. Pembangunan trans Jawa harus dan wajib melihat substansi

jiwalingkunganPulauJawa.Produksipertaniantidakbolehberkurang
dengan 

-pu*tungrnan trans Jawa. Irigasi tidak boleh rusak dengan

keberadaan trans Jawa. Konservasi lahan tetap berjalan lebih mulia dengan

trans Jawa. Biota air dan flora-fauna semakin lestari fungsinya dengan trans

Jawa. Kehidupan alam tidak terusik dengan trans )awa. Kualitzts udara tidak

terpolusi dengan trans ]awa. Mutu air dan tanah tetap terjamin kesuburannya

de|rga., translawa. Tata ruang tidak diusik secata fundamental dengan trans

Jawi. Keha.monisan budaya dan kekerabatan tidak kusut dengan trans ]awa.
jr*u se*akin molek bersolek atas nama lingkungan dengan munculnya

trans ]awa. Bisakah itu semua dijamin oletr negara? Sanggupt<ah pemerintah

untuk meniadi PenoPang harapan mendasar yang tidak berkehendak untuk

menafikan p"r.rUu.,grrr,in? Apakah investor benat-benar akan menjadi

pengayom lingkungan yang dibutuhkan oleh generasi mendatang atas nama

sustiinable deoelopment?-ApiUlta tiada kesangguPan untuk memPertahankan

dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung serta produktivitas

lingkungan secara tepa! buat apalah trans |awa diwujudkan' Biarlah ia

4 Hukum Lingkungan Diantara Para Pemalas

menjadi mimpi saja dan kemudian semua pihak bangun pagi dengan
segarnya dengan tetap menyaksikan lahan yang menghijau subur serta
hamparan padi yang menguning sambil menyapa "Selamat Pagi Tuan-tuan
dan Nyonya-nyonya". Betapa nyamannya kita semua yang disambut senyum
kelok sungai yang terus mewarnai bingkai lukisan semesta yang bernama
Pulau Jawa. Atau paling tidak apabila tidak mau terlalu besar mengorbankan
Pulau fawa di tengah-terrgah nafsu birahi trans-Jawa yang menggebu,
bagaimana kalau alur Kereta Api saja yang diikuti dan dikembangkan. Rel
Kereta Api sepanjang tanah Jawa dapat dimobilisir lebih dahsyat lagi untuk
lebih efektif menjadi penjaga kehidupan jawa. Rel KA mungkin dapat
dibuat susun dengan konsttuksi trans ]awa, sehingga ada jalan tol dan rel
secara berjenjang dan tidak berjajar. Bukankah ini juga menjadi solusi untuk
mengatasi modernisasi yang kian nakal kepada anak-anak negeri sendiri?
Membuat rel ganda juga menjadi soltisi. Kita masih Punya waktu untuk
berpikir dan bertindak lebih arif lagi. f)an kini sedang dikerjakan' Syukurlah.

2. ADA BAI{JIR, SIAPA MAI{GKIR?

SALAM DUKA. Itulah kata yang representatif dalam pergantian tahun setiap
tahunnya. Bencana yang terjadi di |awa Tengah dan jawa Timur, selanjutnya
disusul di banyak wilayah, sungguh menyentakkan semua anak bangsa.

Bencana seolah meneguhkan dirinya sebagai tradisi yang harus dinikmati
oleh semua komponen Republik ini. Banjir dan tanah longsor senyatanya
telah menorehkan lembaran kelam perjalanan bangsa di awal tahun 2008-
2012. Ratusan nyawa melayang dari Karanganyar samPai Bojonegoro dan
Gresik. Banjir benar-benar menghantarkan jiwa-jiwa itu menemui Sang

Pencipta lebih cepat dari yang diduga sebelumnya.
Secara seloroh dapat dikatakan bahwa bencana ini memang undangan

lhtdang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Parade

banjir sepertinya sosok tamu agung yang selama ini kita nantikan
kehadirannya dan hendaknya diperlakukan penuh hormat. Dengan banyak
bencana berarti undang-undang tersebut terlaksana dengan semPurna
(implementable) dan sesuai dengan cita dasarnya. Lahirnya Undang-undang
Penanggulangan Bencana secara paradigmatik menunjukkan anomali
berpikir pembuatnya untuk tidak mengatakan kesesatan jalan hidup dalam
menatap dan mengelola sumber daya alarn (enoironmental .management).
Mengapa tidak dibuat dan dinamakan saja Undang-undang Pelestarian AIam
agar Bumi Nusantara ini tetap lestari sepanjang hayatnya. Secara normatif;
berdasarkan Undang-undang Penanggulangan Bencana, maka bencan;t
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adalah bagian dari kerja pemerintahan' Dengan demikian selama Undang-

undang Plnanggular,gu.t B""tuna berlaku' selama itu pula bencana akan

selalu 
"datang 

ttte.tgnuaang bangsa yang masih terus berbenah' Bencana

dilegalisasi sebagai peristiwa hukum ,yang 
akan melahirkan kebiiakan-

kebiiatan publik untuk diterjemahkan dalam program dan kegiatan satuan

kerja (satker) pemerintahan. Ad'akah ini sebagai keniscayaan?

Apakah memang demikian adanya? Dalam konteks kelembagaan dapat

ditekankan bahwa laiirnya banjir bandang yang menggelontor ]awa Timur

dan segmen geografis Indonesia lainnya merupakan produk darikemandegan

fungsi"pemJ.intuf,u.t dan sosial yang tidak pro lingkungan' Banjir yang

datJng secara hakiki bukan karena tingginya curah hujan sebab perspektif

religitis acapkali mendeskripsikan bahwa hujan adalah nlklnat' btrkan laknat'

,";""" adaiah berkah, bukan prahara' Kenapa hujan di ]awa Timur' ]awa

Tengah dan NTT serta banyak ivilayah lainnya NKRI berubah waiah meniadi

lakiat d.an prahara? Pasti uau yuttg salah dalam menggulowentah (rnembina)

ranah Ibu Pertiwi. Yang terjadi adatuft bahwa huian yang tinggi selama ini

tidak mempunyai lagi tempat berteduh, karena hutannya gunJul' Hutan

yang dibabat fraUis (ieforest)sil tidak mampu menyimpan Lr.hujan 
sebagai

,rratl air yang kelak meniadi "stok air" c1i musim kemarau. Akhirnya air hujan

berlari t"rt.Irrg *"1rr,.,' menuju kawasan perkotaan dengan membawa

serta tanah-tanah dari hutan dan pegunungan' Apa yang kemudian tercipta

adalah erosi dan rusaknya kawasan konservasi'

Tanah-tanahp"g,-,,-t''-tgu'-'danhutantersebutterusberjalan
maraton bersama ui. f,.,1ut' y"ar-rg kemudiarr samPai jua ke Bengawan Solo

dengan akibat terburuk U""'pu- sedimentasi' Bengawan Solo mengalami

pendangkalan pas pudu m'si* P]rghJriarr tiba .(dan,koldisi 
semakin

buruk dengan ,pu yung terjadi ai eendun3an Gajah MttnS;'<rtr: ini banr

Cu;rf1 ft4rrtgkur^be1um'1'Cujut] Mengkir")' Logika selar.riutnya adirlah air

n jun meluap dan Bengawan solo n.renggeliar memuntahkan airnya. Ngawi

dan Bojonegoro pada ii'uh'-ty' tenggelam' Dengan konstalasi seprerti ittr'

masihkahparapejabatpublik*""y^tuhtunhujan?MasihkanBe'ngar.t'anSolcr
menjadi kamblng hitam? Bukankah Bengawan Solo sendiri adalah korban

karena ia mengalami kesakitan akibat ';perutnya kembung" kebanyakan

menamPung.irt'ulanyangdibiarkanolehhutan-hutanuntuk''gerakjalan''
te tota-iotim"r^yuku.' tahun baru bersama masyarakat

Amboi. Terhadap peristiwa banjir ini ada pula birokrat lembaga

pemerintah menyatakan tuh*u peristiwa ini akibat siklus baniir 25 tahunan.

BaniiryanSmenengS"lu.tu,.lahankehidupankitakonondiprediksiterjadi
secara periodik 5 tailunan, 10 tahunan' 15 tahunan' 20 tahunan' 25 tahunan

sampai 50 dan 60 tahunan. Kalaulah setiap baniir itu sudah diketahui

siklusny+ maka sudah seyogianya apabila lembaga pemerintahan mengerti

betul bahwa tahun ini akan terjadi banjir siklus tahunan tersebut. Namun

kenapa barrjir itu tidak dicegah? Jangan-jangan banjir adalah bagian dari

kinerja pemerintahan untuk tidak mengatakan proyek dinas-dinas dan

departemen-departemen pem.erintahan.
Andai kita bertanya lebih jauh. Mengapa banjir datang menerjang dan

siapa yang seharusnya bertanggungiawab? Adalah aneh apabila terhadap

kasus- baniir yang merugikan harta benda rakyat dan bahkan nyawa

melayang, ietapi tiaat ada pihat pemerintahan yang mau bertanggung jawab

,."uru hukum. Bukankah Indonesia adalah neSera hukum sebagaimana

dititahkan oleh uUD 1945? Apabila banjir itu disebabkan oleh hutan

gund,ul (bukan setan gundul), bukankah terhadap rimba hutan sudah ada

bepartemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Polisi Kehutanan (logowono)'

perum Perhutani, dan juga PTPN. Mengenai penyediaan air telah ada Perum

jasa Tirta dan Dinas Pengairan. Mengenai infrastruktur perairan sudah ada

Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas PU. Soal pengendalian Pencemaran
airiudah a,Ja Badan/DinasfKantor Lingkungan Hidup'

PadalevelProvinsidanKabupaten/Kotaterdapaturusanwajib
pemerintahan yang berupa pengendalian lingkungan hidup berdasarkan ULJ

Femda. Hal ini menunlukk.n bir,*u Gubernur dan Bupati/walikota adalah

lembaga pemerintahan yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan

,.rrui pengendalian lingkungan hidup' Dengan peristiwa banjir berikut

segala implikasinya tersebut, apakah mereka semua mau bertanggung

jawab da., dipros.s secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas

i"gugulur,r,yu dulurn menjalankan amanat UU Pemda? Sampai saat ini masih

terkesan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mangkir, padahal

iembag;a tersebut mempunyai tugas dan wewenang serta anggaran' Lantas

apu plkerlaan mereka ,"iurou ini? Maka meminta pertanggungjawaban

hukum plluUut publik atas terjadinya bencana perlu dipikirkan dan

digulirkan dalam perjalanan tahun ini' Laporan Pertanggungjawaban

alfrir Tahun (LPD atau akhir masa jabatan bagi semua Kepala Daerah

sudah saatnya secara spesifik bernomenklatur LP] Lingkungan. Ingat secara

yuridis sehubungun dlngan berlakunya Undang-undang Penanggulangan

Bencana maka semua berica.lu di Repubtik ini seolah meniadi bersifat legal'

Apa yang legal jelas membutuhkan pertanggungjawaban legal dan bukan

bermaksud rrntuk menjegal. Adakah kita punya keberanian ke sana? dan

untuk mengatasi itu ada p-"run yuridis agal masyarakat berperan aktif untuk

mengatasinYa.
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3. MENGGALIMAKAM BUMI?

HARI INL 22 April tahun ini dan setiap tahunnya, dunia kaurn

enoirontrcntalisf menghela nafas panjang sanrbil tersengal-sengal. Bumi

tengah didera sakit kronis yang membahayakan masa depannya. Bahkan

bumi tengah meradang sekaratulmauf menuiu areal pemakamannya. Kini
semua pihak musti terpanggil untuk menyelamatkannya. Beragam bencana

yang dinisbatkan oleh sebagian kalangan sebagai bencana alarn (act of God)

r"p*tlr,yu terjadi secara terencana. Bumi menderita sakit tidak kepalang.

Bencanaalam yang banyak dilansir dalam kondisi-kondisi realistik bagi saya

merupakan tangis bumi dan kemanusiaan yang dalam konteks kebijakan

(publi policy) amat sangat jelas penyebabnya. Bencana yang terjadi pada

tr.g ceritinya dan ending-nya memang adalah bermuara pada kesalahan

teuilutu.r untuk tidak mengatakan kesesatan kebijakan. Paling tidak

bencana yang dirasakan bumi yang beruntun dalam segi ekolog,is menjadi

titik terang idur,yu ketidaksungguhan Pemegang otoritas publik untuk

-"r,gurrrrrtamakan kepentingan lingkungan dalam agenda kebijakan

,-r"guiu. Tata ruang dilanggar dalam batas-batas yang menggelisahkan dan

tatl uang dijuniung tinggi penuh hormat. Anggaran lingkungan di negeri

ini amat-sangat-kecil dibanding dengan belanja rutin. Periksalah APBN dan

APBD-APBD yang ada sekarang ini, irreslci terus membesar'

Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan eksistem bumi secara

kausalitas amatlah mudah menabaknya. Kesalahan tata ruang telah

mengakibatkan bumi terguncang dengan perihnya. Pembuangan limbah cair

yang serampangan tanpa melalu i tahapan water treatment merupa kan perilaku

iia.t U"ruJab yang menggemaskan' Pemalakan hutan dan pengeringan

lahan sumber daya air adalah wujud kebodohan yang harus diperangi'

Tindakan mencemarkan dan merusak lingkungan aLdalah tindakan liar untuk

mempersiapkan liang kubur pemakaman bumi tercinta. Terhadap kasus-

kasus kebumian tersebut para pejabat publik den6;an enteng rr enBanggaPnya

sebagai "ritual alarn' dengan menyatakan sebagai bencana alam. Akibat

hujai deras dan hutan yang gundul membawa petaka serius yang menelan

korba., jiwa dan meluluhlantakkan hamparan bumi Nusantara' Perut'ahan

kawasan tindung menjadi areal pertanian kebun kopi di ]ember Jawa Timur

dan "kebiasaan menjarah" di Sumatera mauPun Kalimantan misalnya terlihat

tanpa kendali pemerintah secara memadai. Penambangan pasir yang illegal

hampir merata di seluruh wilayah Indontsia juga menjadi bukti betapa

temahnya aspek hukum konvensional rnenuntaskan masalah ini. Penebangan

liar terjadi iiap hari. Tiga juta hektar lebih hutan habis ditebang setiap

tahunnya dengan kerugiin triliunan rupiah. Setiap me.it hutan kita menjadi
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botak selebar 6 kali lapanqan sepak bola. Gunung-gunung telah tandus
seperti padang sahara di rrrusim kemarau dan menjadi cawan raksasa di kala
sesi hujan datang. Brrmi Ibu Pertiwi porak-poranda seporak-poranda tatanan
politik negara dan dunia penL'gakan hukum yang kian marut dari belantara

]akarta. Sampai kapan peristiwa mengerikan ini terjadi. Tanah longsor, banjir
bandang, hutan diembat, air dikotori, udara dicemari, tanah dirampok,
lahan konservasi direklamasi, haruskah terus hadir mengetuk pintu bumi
kita? Belum lagi "tamu tak diundang" yang datang menghadang di belantika
transportasi kita. Menggerikan bukan?

Jakarta Ibukota kita pernah dinobatkan sebagai kota paling kotor nomor
tiga sr:dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Prestasi pencurian kayu
hutan tetap melejit. Kerusakan hutan semakin membungkus pilu negeri
ini. Apabila dibiarkaru maka bumi Republik ini benar-benar diambang
keruntuhannya dalam takaran ekosisteitr. Pulau-pulau di Kepulauan Riau
"muncul-tenggelam" di telan gelombang akibat maraknya penambangan
(baca pencurian) pasir yang tanPa kendali. Lumpur Lapindo semakin
menggunung dan meluber dalam kisaran yang semakin "memutilasi" order
sosial. Derita korban lumpur Lapindo sudah tidak terperikan. Mereka yang
sudah tergenang lumpur maut masih harus diterpa sodokan keji dengan
jatah makan nasi bungkus busuk dan berbelatung yang pernah dijejalkan.
Para pengungsi akibat luberan lumpur Lapindo seolah teramputasi nasib

dan masa depannya secara serius. Dan negara seperti bertindak tidak cermat.

Pemerintah seolah tidak bisa berbuat banyak. Dibentuklah Timnas atauPun

BPLS yang dituntut dibubarkan saja sebab kurang becus (tidak profesional)

dalam mengatasi lumpur Lapindo'
Apa yang terjadi di Tanah Papua ataupun di Teluk Buyat dan betapa

mengerikannya pencemaran laut akhir-akhir ini. Langkah KLH menggugat

harus diapresiasi dan patut disayangkan apabila mantan pejabat atauPun

dectengkot hukum lingkungan justru berseberangan dengan KLH dalam

spektrum penegakan hukum lingkungan (enaironmental law enforcement). Apa

pula yang terjadi di areal raksasa penambangan di belantara Kalimantan
maupun daerah lainnya. Semua orang dapat dengan mudah menafsirnya

sesuai dengan kapasitasnya. Prahara lumpur Lapindo dengan korban

yang bersifat massal dan konstalasi jangkauan yang luas tersebut masih

saja banyak pihak sibuk berteori untuk berargumentasi dalam kisaran

menghilangkan jejak (tanggung jawab hukum) Lapindo secara berlahan.

Pada akhirnya terucaplah dari mulut seorang petinggi hukum di Republik
ini bahwa dalam kasus Buyat maupun lumpur Panas Lapin-do tidak perlu
dicari tersangkanya. Yang penting adalah bagaimana warga tersantuni dan

kesepakatan tercapai. Sesaat dari waktu ucaPan tersebut meluncur dari sisi
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yang lain sesungguhnya hukum lingkun5;an telah dikubur habis-trabis iustru
tletlapu.utu. pJrregukhrkum lingkungan sendiri (enoironmental law enfotcer)'

Mengirerankan bukan? Syukurlah, kemudian muncul Emha Ainun Nadjib

yang"tampil sebagai "manusia penegak hukum lingkungan'yang membela

irak-hak warga secara tulus dan sah menurut hukum lingkungan Indonesia

dan dunia.
Menghadapi kasus lingkungan yang daya destruktifnya terhadap

kesehatan bumi semacam kisus lumpur Lapindo dan Buyat masih saja

aparathukumsibukmencaripasalmanayangsecaranormatifpasuntuk
dit".upku.r. Setiap kasus lingkunSan sebenarnya amat kasuistis penerapan

prsalny, sesuai i".rgun dimensi korbannya' Kalau berkait dengan hutan

tentu UU Kehutanan, Industri ya uU Perindustrian, sumber Daya Alam

HayatimenggunakanUUKonservasi,TataRuangmenlakaiUUPenataan
R ung, Airberpaling ke UU Sumber Daya Air, Migas mengimplementasikan

UU liigas, Jalan Tol memakai UU Jalan, dan lain sebagainya' ]adi mengatasi

masalah yang menyakiti Bum:i Kita tidal: cukup hanya dengan UU

Pengelolaan Llngkungan Hidup' Ada dimensi htrkum sektoral yang harus

dipe"rhatikan untuk dapat diterapkan secara kurnulatif'

Untuk selanjutnya mari memasul<i lorong sejarah hukum di Indoneis

dengan lahirnya Ut Terorisme' Dalam kas'rs lingkungan dapat pula

diteiapkan uU Terorisme yang tidak lain adalah lJndang-undang No. 15 Tahun

2003 ientang pemberantasan fiidat< Piduna Terorisme. UU Terorisme sejujurnya

dapat diterapkan untuk melakukan Proses hukum dalarn keiahatan

lingkungan (milieudelicten) yang menderitakan Bumi Pertiwi' Dengan

diundangkannyaundang-undanginimakalahirlahsuatuterminologibaru
yang beiupa keiahatan terorisme termasuk munculnya istilah saya berupa

teroris lingkungan sebagai elaborasi tekstualnya' Dalam UU Terorisme

tersebut ,idrh- lulu, ailtur bahwa setiap orang yang c.Lengan sengaia

menggunakankekerasanataurencanaancamankekerasanmt:nimbulican
suasana teror atau rasa takut terhadap oranS secara meluos atau menimbulkan

korban yang bersifut massal., dengan cara merampas kemerdeka,dn atau hilattgnt,n

nyawa ioriortoLenda oranglain, atau mengakibatkan kerusakan atau kchancuran

terhadap objek-objek ztital yaig strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik

ataufasilitis intirnasionil, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua

puluh tahun.
Masih banyak lagi pasal-pasal sehaluan yang mengatur secara lebih

rinci lagi yang melnatrttutt tindak pidana lingkungan sebagai parameter

kejahatan terlrisme. Mengapa aParatur penegak hukum masih enggan

.r,erre.upka., ketentuan UU fltotli*e dalam menangani kasus lingkungan
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yang mencabut "nyawa bumi kita'? Atau mereka memang memPunyar

ies."prkutar, diam-iiam untuk "mencabut dan memakamkan Bumi Pertiwi"

secara berlah an? Wall ahualam.

4. KEMAGETAI{ PETEGAION HUKUM KEHUTAI{A]I

KERUSAKAN HUTAN di Republik ini sudah dalam tingkat sanSat

mengi<hawatirkan. Dengan penggundulan hutan seluas 2'5 iuta ha pertahun

dipeikirakan pada tahun 2020 Sumate:ra dan Kalimantan akan kehllangan

hutannya. Diiengarai pula bahwa pada tahun 2031 Pulau Jawa akan

menjadi "pa.lang pasir;. Penjarahan hutan yang berlangsung sedemikian

aksesif "l' 
ggrh membahayakan keberlanjutan kehidupan-di negeri ini'

padahal, klia punya Kementerian Kehutanan (Kemenhut)' Dalam konteks

iemikian, keberadaan Kemenhut terlihat disfungsionaL Kemenhut telah gagal

mengelola dan mengendalikan laju perkembangan hutan' Secara ekstrem:

bugaimana kalau institusi Kemenhut dibubarkan saja dan diganti dengan

DJpartemen Reboisasi (Dereb). Melalui lembaga Dereb' yang ada nantinya

bukan ,'penebangan kayu hutan" tapi "tanam dan tanam terus-menerus

kayu hutan'. paling tidai, Kemenhut harus dimodifikasi dengan meredisain

fungsinya sebagai-departemen Penanaman kayu hutan'' danlcukan seperti

,utiru.rg yang Lrkesan sebagai organ pelagalisir pembabatan hutan (melalui

mekanisme Perizinan).
Munculnya gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan (GN-RHL)

harus disambut sebagai langkah positif untuk merehabilitasi kerusakan

hutan, meski agak teriambat. Namurl gerakan ini hanya dapat terlaksana

secara efektif upubitu dibarengi dengan uPaya penegakan hukum kehutanan'

EmpattahunsudahUndang-undangNo.4lTahunlgggtentangKehutanan
1Ut rehrrtanan) berlaku, tlpi kerusakan hutan ternyata terus saja terjadi.

Keberlakuan UU Kehutanan nyaris tidak berarti sama sekali apabila tidak

ada langkah penegakan hukumnya' Kenapa para penebang hutan tidak

tersentuhUUKehutanan?AtaumengaPaUUKehutanandibuatsedemikiarr
tidakberdayadihadapanParabanditkayuhutan?AdakahkarenaaParat
penegak huiun,nya "main mata" atau "main colek"? Tentu aparat penegak

hukum kehutanan sendiri yang tahu'
Pertany,lan tersebut aiturtrtutan karena berdasarkan-IJU Kehutanan

penebangan kayu yang ilegal merupakan tindak pidana' Tampaknya lain

yurrg ,,r,Jrrr,atii' tain frtu-yur,g "empirik". Di bidang kehutanan terlihat

udu:'*iluyuh-wilayah'f,rrtu^' yuttg *""tUuat aparat penegak hukum tidal<

berkutik. Flutan kita benar-benar dijarah dan "dilahap' tanpa kendali
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pemerintah (Dephut). Polisi Kehutanan sePerti limbung menghadapi
;gerombolan pejarah hutan'. selama penegakan hukum kehutanan masih

lumpuh seperti sekarang ini, langkah dan upaya rehabilitasi hutan tidak
akan berjalan sebagaimana mestinya. Kayu-kayu hutan yang tumbuh dari

aktivitas reboisasi pada akhirnya juga akan dibabat habis oleh maling kayu

hutan. Dan sayangnya, aparat hukum dibuatnya tidak berdaya. Maka telah

tiba saatnya untuk secara sungguh-sungguh melakukan penegakarr hukum
kehutanan dengan menyadari bahwa pembabatan hutan dewasa ini sudah

melebihi batas-batas toleransi ekologis masa depan yang berkelanjutan.

5. TRAGEDT TINGKU]IGAN DAI{ KIT{ERJA EI(OTOGIA

PEMBAKARAN HUTAN terus saja terjadi. Negara tetangga merasa terusik

dan berang pada "saudara tua" yang tidak tahu diri. Okelah ... Semua tahu

bahwa kordisi lingkungan negeri ini sudah sangat mendukacitakan.

Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan dan pembakaran hutan telah

sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam

konrcks pembangunan berkelanjutan (sustaintble deoelopment). Krisis air

bersih dan bencana kekeringan sudah mengalirkan lelehan air rnata' Para

petani maupun pekebun tradisional di seluruh wilayah nusantara seolah

,r,"r,g".u.g, menjerit dalam derita yang tak tertahankan. Saksikanlah apa

yur,ft"tlaai di pedalaman Pulau Sumatera, Kalimantan dan ]awa' Daerah-

aaeran yang semula menjadi lumbung PanSan karena hasil pertaniamrya

yang rnelimpah, kini rakyatnya kelimpungan ditambah dengan maslah
;i*fo. beras". Hal ini sebenarnya tidak p.rlu terjadi apabila pernerintah

pusat maupun d aerah bersungguh-sungguh'rntuk melakukan pengelolaan

iingkrrngrn secara balk (good enoironmental gooernance). Potret derita yang

rn".titttpu lingkungan merupakan indikasi paling nyata tentang kegagalan

kita memakmurkan rakyat di usia kemerdekaan tahun ini'
Kita semua menyaksikan bahwa sampai hari ini tidak ada pernyataan

dan tindakan nyata pihak berwenang untuk meniadikan bencana lingkungan

semisal pembakaran hutan sebagai tragedi nasional meski bukan "bencana

nasionali yang akan menggunakan APBN. Hiruk-pikuk politik telah mampu

menyedoiperhatian dan semua energi untuk "proyek demokrasi" pemilihan

tepata daerah langsung. Pernyataan-Pernyataan yang ke luar dari pendopo

katupaten/kota lebih bernuansa politik daripada ekologi. Lingkrrngan belum

mer,iaal agenda utama Pemda. Kini telah tiba saatnya untuk melakukan

evaluasi kinerja ekologi para kepala daerah' Mr:ngapa pembakaran hutan

sebagai tragedl lingkungan belum diindahkan? Mengapa pencemaran air'

udara dan perusakan bentang alam semakin hari semaking menggila?
Langkah apa yang telah ditempuh Pemerintah untuk mengatasi semua itu?

Organ politik Senayan (legislatif) sibuk menaikkan gaji ataupun
memperlebar jenis tunjangan dan Istana Negara (eksekutif) lebih sibuk lagi
memproduksi perangkat "pencitraan diri" dalam jumlah yang terkesan "over
dosis". Sejumlah aturan sejenis RUU di berbagai sektor terus dibuat tanpa
tahu persiapan matang. Akibatnya, atrrran-aturan yang ada tidak dapat
dilaksanakan, apalagi ditegakkan. Perangkat hukum dibuat instan seolah
hanya untuk memenuhi target tertentu dalam "mendayagunakan anggaran
negara".

Simak saja apa yang terjadi dalam ranah hukum lingkungan. Tepat
tanggal 19 September 2005 ini Undang-undang No. 23 Tahun 1"997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) genap berusia dua belas tahun
untuk selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selama perialanan
rentang waktu tersebut, UUPLH ternyata tidak membawa perubahan
bermakna terhadap situasi kehancuran ekologi Ibu Pertiwi. Bahkan baru dua
tahun berlaku (1999), UUPLH "divonis" revisi dalam suatu Semiloka Nasional
yang diselenggarakan oleh Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL-
Indonesia dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IJniversitar;
Airlangga. Hasil semiloka tersebut telah disampaikan kepada Menteri Negara
Lingkungan Hidup (MENLH) saat itu Dr. Sonny Keraf, Komisi VIII DPR
RI dan Menteri Kehakiman d,m HAM. Alhasil, kehendak untuk rnerevisi
UUPLH telah dikukuhkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Berdasarkan UU
No. 25 Tahun 2000 inilah Kabinet Gotong Royong waktu itu maupun Kabinet
Indonesia Bersatu I sekarang ini dalam kepemimpinan Presiden Dr H Susilo
Banrbang Yudhoyono mempunyai kezoajiban hukum untuk segera merevisi
UUPLH.

Sudah dua belas tahun UUPLH berlaku dan telah lima tahun kehendak
merivisi digulirkan secara yuridis. Gerakan merevisi telah dipelopori
Kementerian Lingkungan Hidup. Gaung revisi pun kini berderu kencang
kembali. Apa yang musti dilakukan Tim Perumus Revisi UUPLH? Maka
ingat sajalah bahwa kasus-kasus lingkungan acapkali lolos tanpa penegakan
hukum. Selama itu pula tidak tampak arti penting hukum lingkungan bagi
pelestarian fungsi lingkungan. Kasus Adei Plantation (Riau) dan Kasus
Petrokimia Gresik (Jawa Timur) Kasus Newmont Kasus Lapindo mauPun
pembakaran hutan yang tengah tergelar dewasa ini seperti "pentas seni" saja

dengan penegakan hukum yang setengah hati. Hal ini juga terjadi karena
lemahnya UUPLH. NamurL kelemahan UUPLH secara empiris dapat di atasi
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dengan komitmen Para aParatur penegak hukumnya' Adakah mereka punya

"nuiani ekologi"? Bagaimanapun juga at -rran hukum itu hanya sekadar
,,onggokan noimatif" apabila [ldak disertai dengan langkah penerapan dan

perl'elal<an dengan aparatur penegak hukum (law enforcer) yang profesional'
^ Ifuhrr, 2006 tampaknyi menjadi "ajang gaul" demokrasi lokal dengan

pilkadanya. pilkada iernyata lebih menarik perhatian Para "calo politik"

daripada'mengusung kiniria yuridis-ekologls sebagaimana digariskan UU No'

25 Tahun 2000. Terhadap kondisi ini tentu jajaran Kabinet harus bekerja keras

untukmerealisirkewaiibanhukummerevisiUUPLtsI.Kalau|-idaksegera
menyelesaikan, kapan lagl? Sayaberharap sebelum RUU Pengelolaa'n Sampah

maupun RUU PengelJuur, Sumber Daya Alam dibahas komprehensif

sebuikr,ya Naskah Revisi RUU pengganti UUPLH perlu dikampanyekan

terus ajar sinergis. Sebelum akhir tahun 2006' revisi UUPLH seyogianya

tetah ralpung digarap. Sebab kalau tirlak, hal ini dapat menjacli "titik picu'

yang dapat JituilUut "lawan Politik" Presiden SBY tentang kelemahan

;.";r; ekologi Kabinetnya ,"."' yuridis' Dan kita semua tidak ingin
jutui.,yu nugu.u i.,i penuh'gonjang ganiing politik" bukan? Akhirnya tanggal

3 Oktober 2009 UUPPLH disahkan menggantikan UUPLH' Kini tinggal

melaksanakan dan menegakkannYa'

6. SEMESTA SELIMUT KEABADIAN KIIA

Kreasi agung-Nya mencipta scmesta

Tapi adab rendahmu merebahkannYa

Lakumu menistakannYa

B u d ay amu m e r em e l xkan ke asli anny a

D engan kesuci anny a dib ent angkan alam r ay a

Dan kau menaiisinYa

MelumurinYa
MemuntahinYa
MeliurinYa
Dengan lelehan hina keangkuhanmu

D an kau t ak P er nah b eri emu

Dikau telah nafikan persemaian iagad raya

MenYaYat alas kuasanYa

Mencer abut sumb u b uminY a

Menusuk-nusuk atmosfernY a

Dan mengelamkan nasib semestanya I
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Adakah di antarakita
Yang mendukakan lingkungan
D an men d er a I an dm ark- ny a?

Adakah di antara kita
Yang mencabik-cabik
Langit-langit dan kulit-kulit semesta?

Adakah di antarakita
Yang menghinakqn masa depan lingkungan
D an mer amp as hak-hak kekst ar ianny a?

Sementarakita
Ada dalam selimut keabadinnnya
Berotasi di arasy kemuliannya
Tengkur ap d al am b er an d any a

B er ay un dal am gel omb angny a
)3ercengkerama dalam bingkai kamar-kamar kehidup anrry a
Dan berpetualang dalam lorong hikayahnya?

Adakah di antara kita
Yang tidakmengacuhkan
Kodrat luhur leluhur semesta

Atau hendak me ns emay amk anny a

D engan r it us p er ab uanny a
Dan menghiasi ruang-ruang kotanya
D engan nis an- nis an p erb elanj aan?

Sementara kita
D amai tlalam dekap anny a

Dan lelap di t,zman knsihnya

Surabaya, 20 Juni 2010

Hukum Lingkungan Diantara Para Pemalas

Oh. . . oh. . . adaksh di antara kita
Yang tidakmengacuhkan
Keluhuran tradisi semesta?



7. SEI{GKURAT TERMII.IAI PURABAYA

TAHUhI 1989-7992 banyak pihak menikmati keanggunan terminal yang

dibilang terbesar se-Asia. Saat itu dengan bangga disebut dalam nomenklatur
(penamaan) yang terus beragam antara Ter minal Bungurasih yang sePernafasan

dengan Terminal Purabaya. Terminal tempat bertemunya semua moda dan/atau

kendaraan (transportasi) dari seluruh pelosok Indonesia dapat bergumam

dengan riang sambung-menyambung menjadi satu ... itulah Burrgutasih.

Bus dan angkutan kota dengan beragam jenisnya bisa saling menyapa dan
,'berpadu hati" di Terminal Bungurasih yang membanggakan siapapun yang

menatap dan melintas masa itu. Luar biasa. Surabaya dapat dengan bangga

membumbungkan imajinasi tanpa Pamarih dan pretensi prestisi'rs tentang

kebesaran dan kedigdayaan Terminal Akhar Bungurasih. warga Kota Surabaya

dan rakyat Jawa Timur seperti ada dalam "dunia fantasi" keterminalan yang

begitu menawan dan "menancap di l-rati pu;lik" yanS seakan bergelimang

daiam lamunan PurabaVa apik tenan. Siapa yang fidak tahu dengan tsungurasih

sebagai Terminal Induk yang mamPu menghidupi ribuan bahkan jutaan

orang. Kita semua pasti "puas dan lega berhajat" menyaksikan dinamika yang

bergulir di Bungurasih waktu sejarah lampau itu.
Terminal Bungurasih pada relasi politik-sosiologisnya pada akhirnya

memang berubah nama menjadi Purabaya meski dalam bingkai kultrrral

tetap saja segerombolan iamaah akan tetap ramah dan akrab derrgan nanta

Bungurasih. Tatanan kultural yang terwakili dalam seloroh penyebu{an

Terriinal Bungurasih merupakan refleksi peradaban yang dalam skala

pemikiran Akira lida sang pengarang Paradigm Theory €+ Policy Making

menunjukkan adanya dinamisasi lokal yang besar yang mencairkan paradigm

gap. Rumpun pemberian tetenger dengan lantunan Terminal Bungurasih

adalah simbul nyata penguatan tradisi setemPat. Nama Terminal Bungurasih

menjadi begitu santun dan menghargai keadaban asali bahwa memang

Terminal termaksud berada di jantung wilayah Bungurasih. Inilah titik awal

yang baik dan penuh kearifan. Terminal yang berdiri megah di Bungurasih

dinamakan Terminal Bungurasih. Namun waktu terus menawarkan

"detak jantungnya" dan selera petinggi berubah sesuai dengan "kesopanan"

birokratik dan pada ujung ceritanya berbrrah nama Purabaya. semoga
purabaya bukan sebagai lambang kisah "jagoan' Terminal paripurnanya

Surabaya.

D".rgur-, kosakata yang secara leksikal-sosieil-kultural mengubah

"identitasi dari Bungurasih menjadi Purabaya sesungguhnya secara genetik

sosiologis-antropologis sedang terjadi sesuatu yang berbahayabagt surabaya

-urpr-r., sidoarjo. Kasus sel.arang yanS menyeret dua "bigbos" dalam saling
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sengkirut adalah bermula dari ketidaklaziman kesetempatan yang terus
digul.irkan dan digelindingkan. Purabaya menjadi terkesan seperti model
prabayar ataupunpascabayar yang mewar:nai perilaku bertelepon pubtik negeri
ini. Penaman Purabaya seolah-olah menegaskan soal bayar-membayar yang
berorientasi'kenekatan dengan ujung lakon keuangan. Soal bayar-membayar
adalah soal kemauan yang untuk selanjutnya berubah jadi bagian uang.
Dalam pernentasan "sinema Purabaya" yang mengedepan adalah pembagian
setoran. Ampun

Dimensi Kritis Purabaya

Pendirian Purabaya pada lingkup hukum harus dipahami sebagai bentuk
pengamalan Undang-undang No. 5 Tahun L960 yang mengatur mengenai
Agraria (UUPA) dalam suasana kebatinan Undang-undang No. 5 Tahun 1974

yang menjadi dasar hukum Pemerintahan (di) Daerah. Saat pendirian
Purabaya belum diberlakukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tenta'ry
Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) tetapi masih berpijak pada Staadsaornr

ingsordonnantie, Staatsblad Tahun 1948 No. 163 yang memberi pengaturan di
bidang Pembentukan Kota. Era itu belum berlakuUU Penataan Ruang mauPun
Undang-undang No. 22 Tahun L999 tentang Pemerintahan Daerah, apalagi Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang lebih
otonomis daripada sebelum berlakunya UU Pemda.

Banyak perangkat teknis hukum yang menyertai pendirian Terminal
Bungurasih alias Purabaya. Perangkat legalistik yang berlaku saat itu adalah
suatu regulasi yang sentralistis dan penataan wilayah masih sedemikian
mudahnya dengan koordinasi Gubernur sebagai Penguasa tunggal di
"jazirahnya". Maka tidaklah mengherankan apabila pembebasan lahan
maupun pembagian "keuntungan' dan "kerugian' antara Sidoarjo dan
Surabaya dapat dilalui clengan gemilang. Tidak ada kenduri uang.Pada kedua
belah pihak sejak munculnya komitmen bersama untuk memberikan layanan
yang terbaik kepada masyarakat adalah kenyataan bahwa Pemda Sidoarjo
dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat dengan mudah berbagi
"keluhan' rneski pada akhirnya saling "gelisah'.

Waktu terus menyapa pengguna Terminal Bungurasih dan kemolekan
Bungurasih berubah menjadi kekumuhan dan kegumulan masalah yang tidak
pernah terjadi sebelumnya. Terminal Bungurasih berbau menyengat persis
"kita yang tidak mandi sebulan". Bau pesing, amis dan anyir menyengat di
Bungurasih. Dalam kondisi "najis" seperti ini di tahun 2006 malah muncul
"uji publik" para punggawa pemerintahan. Kedua "kesebelasan'sibuk main
bola dengan tendangan yang terkadang amat sangat liar di luar daya jangkau



ry_

',keajegan" pikiran. Kalaulah demikian apa hendak dikata. Terminal Purabaya

tidak sibuk dibenahi tapi sibuk ditempelengi selayaknya anak nakal tanpa

kendali wajar sepasangan "bapak-bapak" yang 'genit belaka".

Dalam kondisi kusam, kunyel dankumuh itulah seyogianya para petinggi

kedua belah pihak mestinya sibuk mencari solusi untuk berebut tampil
menjadi yangterbaik sebagai pemenang pemberi layanan publik yang prima'

Kedua pemerintahan bergandeng tangan dan bahu membahu untuk menata

ulang Purabaya untuk kembali pada zaman keemasannya diawal tahun 1990-

an. Ya ibaratnya "rokok sudah disulut" (artinya "ya jelas terbakar" kan ha ha

ha) maka Purabaya sekarang sedang mr:ngalami "pembakaran kebijakan"

dari para penggede yang tidak bijak atau paling tidak kurang bijak atau

,ur,gu1 sederhana lagi "sedikit bijak". Purabaya yantkucem itu diperebutkan,

bahkan yang satu sampai ngambek talak tiga dan akan membuat Terminal

"Perikehidupan" (dapat dibaca pagcsangan dari asalkata gcsang alias hidup).Ingat

anak-anak yang lagi " royokan permen" (berebut gula-gula)'

Geger dan Gugurlah PurabaYa

Dari pemberitaan yang menggelegak di media massa terbuktilah bahwa

"u*ur, gelap' yang menyelimuti Purabaya adalah geger kealnton Surabaya

dan sidoarjo yang rebutan "lempengan dirharri' dari pengguna kendttraan

yang mampir ke terminal. ]adi sebenarnya yang diperjuangkan (tepatnya

digegerkan) masing-masing pihak adalah "peluh rakyat" yang terrryata

*u.r"tutttyu menjadi "serpihan emas" di mata sang punggawa' Geger

Purabaya tentu saja tidak menguntungkan siapapun kecuali merugikan dan

menderitakun rakyat pengguna. Rakyat ditelantarkan bahkan "dikebiri" hak-

hak layanan publiknya. situasi ini secara p'insip melanggar Peraturan Daerah

propinsi laui Timur tentang Pelayanan Publik Ji Propinsi Jazoa Timur. Perda ini
merupakan kesepakatan dasar pernirnpirr Jawa Timur untuk menjadi pelayan

sejati rakyat. Eh... alah... Pemegang otoritas publi< Surabaya dan Sidoarjo

dalam kasus Bungurasih terpotret doyan keringaf rakyat dan buktrn sibuk

melayani tapi mendiskusikan Purabaya. Itulal-r sejarahnya'

Terminal Bungurasih dalam situasi sekarang tidak membutuhkan

"hijrah' atau'dilengserkan' dari singgasananya. Terminal Bungurasih sebagai

',Kandang Komunitas Angkutan" tidak membutu.hkan relokasi tapi reztitalisasi.

semua ,uru.ru dan prasarana iaringan moda transportasi yang "bersila"

di Bungurasih harus direvitalisasi. Tata ulang dan Perumusan kembali

kebijakan perterminalan di Bungurasih harus dilakukan sesuai jiwa "otonorni

daerah yang berkebangsaan Indonesia" dan berwawasan lingkungan.

Kawasan Bungurasih harus diredesain rnenjadi Terminal Transportasi yang
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ramah lingkungan dan mampu dikonstruksi sebagai Ruang Terbuka Hijau
(RfH). Oh. . . betapa futuristiknya Terminal Bungurasih apabila berposisi dan
berfungsi sebagai RTH perkotaan kedua belah pihak. Surabaya akan berjaya
dengan kelapangan dada pemimpinnya dan keteduhan hati rakyatnya
yang selalu melihat tetumbuhan di Bungurasih, dan warga Sidoarjo pun
terlihat sehat l;arena emisi gas buang kendaraan bermotor yang semlizoer di
Bungurasih dapat diserap oleh pepohonan yang rindang di Bungurasih.
Dengan merevitalisasi Bungurasih maka Terminal yang kita impikan adalah

Sustainable Bungurasih (Bungurasih yang berkelanjutan). Bisakah? Kalau tidak
Gugurlah Purabaya dan kini revitalisasi sebagai solusi. syukurlah, Purabaya

kini harus berbenah.

8. QUO VA]IIS PEI{EGAKAN HUI(UM LIIIGKUIIGAI{?

DALAII "Kitab suci Kenegaraan' Republik Indonesi a y artg bertitel uuD 1945

dengan terang dituliskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemilihan
istilah negara hukum oelah para konseptor UUD 1945 bukanlah pilihan kata

tanpa pertimbangan dan implikasi sosial politik. Kata negara hukum jelas

menekankan suatu niatan dasar betapa pentingnya hukum dalam koridor
bernegara. Supremasi hukum menjadi poros tunggal tanpa reseroe. Semua

relasi kenegaraan tentunya dan memang seharusnya diatur dengan hukum
sebagai bingkai perilaku. Maka tidaklah mustahil apabila kini hukum telah
merambah pada seluruh segmen pengelolaan lingkungan dan lahirlah hukum

lingkungan. Hukrrm lingkungan ini dikenal luas dan dikembangkan sebagai

konsepsi fundamental bagi pelestarian fungsi lingkungan. Enaironmental

law atau milieurecht merupakan figur hukum yang relatif baru dalam
rumpun disiplin ilmu hukum yang terus mengalami aktualisasi serius.

Hukum lingkungan hadir seperti sosok raksasa yang terus bergulat untuk
membingkai secara normatif setiap aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

ok ... hukum lingkungan telah ditahirkan dan diajarkan diberbagai

universitas di Indonesia. Bahkan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan

lokakarya-lokakarya terus saja dikampanyekan tentang arti gemilang

yang mampu rnemberi pemahaman terhadap semua formulasi norma

hukum lingkungan. Kemunculan llndang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (uuLH) yang dalam

dinamikanya untuk selanjutnya "diamputasi" oleh undang-undang No. 23

Tahun 1,997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan diteruskan
pembaruannya dengan lahirnya Llndang-undang No. sz rlnyy 2009 tentang

iertindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (IIUPPLH) merupakan



simbol hukum yang memantapkan diri di bidang enztironmental management'

persoalan lingkungan menjadi sesuatu yang musti bersentuhan dengan

hukum. Tegasnya tidak ada problematika t'ngkungan yang tidak ada balutan

hukumnya. Hukum lingkungan pun meniadi "kelambu norrrra" untuk

memberi batasan ,,o.rnuiif mengenai keragaman "titik warna" lingkungan

yang wajib dijabarkan. Dan kelahiran UUPPLH (2009) merupakan tonggak

penguatan hukum lingkungan.^ "Nurrrrr, 
apa hendak dikata tatkala suara ramai menyeruak ke permukaan

secara frontal bahwa hukum lingkungan mengalami kemacetan. Ada pula

sindiran bahwa hukum lingkungan Inhonesia sepertinya sedang "mati suri"'

Hal ini hanya dilihat dari sisi "kejengkelan' semata karena penegakan hukum

lingkunganterkesanjalanditempataliasmacettotalsepertijalananfakarta
yrig t"iw didera klmacetan utlbut padatnya kendaraan bermotor dan

,u*ui.tyu "demo massal" yang menyesakkan' Sisi gelap penegakan hukum

ucapkuii disorot dalam rentang waktu yang menggelisahkan' Publik menjadi

tidak tertarik dengan hukum iingkungan akibat lemahnya aspek penegakan

hukum. Enaironmental law enforcement atawa handhauing aan milieurechl sering

tidakberna'lesudarahdalamkisaranyangamatsangatmengkhawatirkan.- 
Kenyataan yang berkaitan dengan kernandulan penegakan hukum

lingkungan sejujurriya bukanlah monopoli hukum lingkungan an sich'

f'ur:auputfrusil survei yu.rg *u.,gg"lisahkan adalahbahwa ternyata publik ada

yurrg 
^*"r,.upai kisaian isy" t a-uu' Petcaya dengan aParat penegak hukum'

LeUit tragisiagi adalah terjumpainya temuan penelitian hampir 80% publik

tidak perlayu d".,gun penegakan hukum' Kenapa hal ini terjadi? Penegakan

hukum dan enforcer sur,diri sampai tidak dipercaya masyarakat' Fakta ini

pada dasarnya suatu kecelakaan sejarah penegakan hukum pada umumnya

^urprn 
penegakan hukum lingkungan teristimewanya yang perlu segera di

atasi.
Lebih dari itu, terdapat pula data yang menginformasikan bahwa

hampir 70% publik *"r,gutigup pihak kepolisian buruk' Persepsi buruk atas

rcpiirirr, tosebut diteriuk; p"L pada instansi kejaksaan (557"), kehakimarr

(62YQyangsamapersisdenganburamnyacitraduniakepengacaraan(62"/).
MahkamahAgungdinilais0%berpenampilanburuk.Tidakadayang''tidak
buruk ruptt, kitiy, di Irdor,.sia ini? Muncullah ledekan nakal "mafia agung".

Semoga ini tidatlafr suatu kebenaran, malinkan sekadar sindiran'

Kalaulah realitas (personal realities) tersebut yang kita terima' bagaimana

harapan umum *er,g"nai penegakan hukum lingkungan? Biasa dan selalu

dapat dikatakan bahwa:

Hukum t id ak b er m ar t ab at

Selama aparaturny a tidak b ertabiat
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Ap ar at ur t i d ak ak an b efi ab i at

Selama tidak ada niat
Kalaulah niat tidaklah ada

Pasti hul:um selalu dilaknat

Rakyat acaP menghuiat

Sampai semua semburat

Kita semua pasti tidak mau hukum tidak bermartabat dan suka dihujat-

hujat. Pilihan tunggalnya pastilah harus ditawarkan bagaimana semua pihak

mu, membuat hukum terwibawa meski saat ini masih jauhpanssang dari api.

Di jazirah Jawa Timur misalnya sudah dapat dipelajari bahwa dari tahun

ZOri+-ZOOeini terdapat 22 kasusyang ditangani dengan serius oleh Polda jawa

Timur. Apalah hendak dikata bahwa rata-rata kasus tersebut dihukum ringan

karena dasar hukum yang digunakan iuga sepele, yakni peraturan daerah'

perda telah digunakan sebagai dasar hukum utama untuk menierat para

destroyer lingkungan.
Aneh la-gi aaitafr kasts illegal logging yang terjadi di wilayah Trenggalek

yang barusa;r dilanda banjir bandang, aparat hukum dalam mengadili

ierr,y.tu hanya menggunakan dasar hukum KUHP dan bukan Undang-

urding No. 4L fahun iggg tentang Kehutanan. Kenapa aParat hukum "setia

sehidrlp semati dengan KUHP"? Entahlah ... Dalam kasus tadi berarti

UU Keiutanan hanyal ah kertas lusuh sepefii gombal yang tidak bermakna.

KUHp ken,apa diladikan "kitab keselamatan" sedemikian ruPa oleh pihak

aparat penegak hukum dalam kebanyakan kasus lingkungan' Mestinl'a

autu* setiaf melakukan pemperadilankan "tragedi lingkungan' harus

menggunakur,puyr,ghukumUUPLHsebagaiumbrellaactdandiruiukkan
p"ruirlrur, p"rr,du"glundangan sektoral' Apabila kasusnya masuk pada

iituyuh kehutanan, 
"tentu 

"uju 
yu"g d'ipergunakan "menjamas" haruslah

UU i(ehutanan, kalu melibatkan industri (sektor perindustrian), ya logikanya

menggunakanlJndang-unilangNo,5Tahunl'gS4tentangPerindustrian,danlain

"uUuilir,yu. 
Masalah pijakan hukum ini signifikan untuk rneluruskan apa

yu.,g-bengkok. Saya rttutif, Percaya bahwa kebengkokan hukum lingkungan

;"ih da-pat diluruskan ialam kerangka besar penegakan Jrukum dan

p"r,"gutur, t rkum lingkungan yanq ber-energi' Kapan di mulai? Kalau tidak

,"t uirrg, mau ke *rrip"n lrtcai huium lingkungan dihadapatahkan? UUPPLH

harus digunakan sebagai iasar hukum yang kuat untuk mengatasi kasus

lingkungan di Indonesia' Selamat menegakkan'
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9. RAI(ORNAS ITU UNTUK APA?

DIYOGYAKARTAPadatangga|20_22September2006laludengangagah
diselenggara kan Rap at Koordin asi N asional P engelolaan Kualitas 

- 
Udar a y ang

disingkat Iiakornas PKU, jadi PKU bukan Partai Kebangkitan Umat'

Rakornas ini kelihatan sedikit ragu sehingga nama kegiatan- yang semula

dijadwalkan Rakornas ternyata .'k'p Rakor saja' Rapat Koordinasi tersebut

tentu saja tidak menghilangian kesanserius betapa para peserta diajak untuk

berpikir sungguh-sunggrli dulu* menialankan tugas mulia meniaga kualitas

udara sambill"rrgku;:panyekan Biru Langitka. Mutu udara di Indonesia apa

memang buruk? Puparan pu,u "utu"rnber 
yang dipercaya untuk rneniadi

rujukan dalam p".r*rrruin. kebiiakan yang direkomendasikan Rakornas

rKUsepakatbahwamemangmutuudaraRepublik.inisudahtidakbermutu
lagi. Mutu udara kita ielek dln jeblok sebagai kenyataan yangdapat menjadi

indikator sederhana tentang rendahnya kinerja pemerintah dalam n'rengelola

mutu udara.
Namun Rakornas ini benar-benar telah membawa Pesan santun yang

membutuhkan perhatian banyak pihak bahwa ada sesuatu yang harus

Segeradiambilprakarsauntukrrrenyelamatkanudarabersih.Rakornas
y#g dihetat menjelang Ramadhan tuoluh-oluh memberikan kesan spiritual

i"rrtlrrg tugas menjarr,ii du,t menjaga ud'ara bersih merupakan misi "misioner

,durt:y.ig bernilai tinggi' Udara sebagai zat yang diburtuhkan semua

orang tenttisaja harus dilestarikan mutu dirinya secara maksimal. Barang

siapayangmengambilperandemikiansecaralllahiyahacapkalisedang

-i*rkai per,g-embaraa,, *e"gtmban amanat umat yang penuh berkah'

Tuhan dipastikan memberikan perlinclungan bagi siapa saja yang telah

*"r,.r.uhiun pemikiran untuk rnengawal karunia-Nya. Udara sebagai kreasi

agung Tuhan menjadi areal yang maila luas untuk disentuh secara beriamaah

a"ufuri kerangka turu, .u,',"sta' Tuhan akan memberikan jaminan surga

bagi hamba y-attg der,gun tulus merawat ciptaan-Nya' Dan kita. semua yang

berkumpul di ]ogja ,uo:, it, untuk melakukan Rakornas yang "dikorlapi' KLH

jelas sedang meriulai langkah untuk bergabung dalam derap langkah kolektif

bangsa untuk *unyrrgrlikan udara bersih yang sehat dan menyehatkan bagi

kepentingan generasi mendatang'
Kementerian Negara Liirgkungan Hidup (KLH) yang menjadi

panitia pelaksanaan Rikornas fkU ietas memberi pel'ingatan tegas oetapa

pentingnya semua pihak untuk memulai hidup baru dalam bingkai udara

yung ;pl du. *"hy"garkary bukan yang Panas dan menggerahkan' Kondisi

udara saat ini urrrut s#gut memprihatinkin di banyak kota dunia termasuk

)akarta, Bandung, Su*Lu"g dan Surabaya' Di luar daerah ini yang iazim
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disebut metropolitan jelas juga sudah amat menakutkan kondisinya dengan
pencemaran udara akibat dari peristiwa pembakaran hutan. Pembakaran
hutan dan lahan-lahan pertanian maupun perkebunan merupakan bukti
nyata betapa malasnya bangsa kita untuk berubah. Tanpa perubahan tidak
ada dinamika kehidupan yang menawarkan kemajuan.

Pelaksanaan Rakornas PKU adalah ajang kreasi yang harus diaprer;iasi.
Pelajar dan mahasiswa serta masyarakat awam kini sudah sedemikian
berubah pandangannya tentang lingkungan. Kata lingkungan sudah
melekat dihati rakyat. Dan dengan Rakornas PKU semua pihak menjadi
tergiring untuk mengambil Peran sebagai "penyambung lidah' Rakornas

yang tahun 2007 diagendakan digelar di Batam Kepulauan Riau. Rakornas
I'jKU yang diperuntukkan tragi publik demi terpeliharanya mutu udara
bersih merupakan langkah berani untuk mengakui bahwa Pencemaran
udara memang sedang dan akan terus terjadi. Belum terlambat kita untuk
berbuat banyak bagi negeri tercinta. Setiap warga negara seyogianya memang
berkepentingan untuk mengabdi dalam ialinan kasih di Republik "yang

berbesar hati" untuk berudara bersih. Rakor demikian setiap tahun diadakan
banyak lembaga tentu buat kebaikan negara.

10. SUSTAINAELE CIW

RAMAINYA pentas politik nasional jangan sampai memalingkan warga dari
"problem endemis" perkotaan metropolitan kita. Surabaya ... oh ... Surabaya'

Tampilanmu tak semakna namamu lagi. Dalam perspektif planologis
Kota Surabaya terbukti tumbuh semakin hari semakin liar, semakin tidak
terkendali, semakin memprihatinkan. Kota ini tambah lama tambah binal

dan menyesakkan dalam tataran ekosistem kota berkelanjutan (sustainable

city).Pelanggaran tata ruang Kota Surabaya berlangsung sedemikian aksesif,

"jujur dan memukau". Dalam takaran ekologis, Surabaya benar-benar pernah

tergelincir menuju Surabahaya. Tata ruang digerus "tata uang" dengan

mengabaikan basis geografis maupun sosiologis. Lambat tapi pasti" surabaya

tercerabut dari akar kulturalnya. Surabaya tengah dikepung "dunia lain'yang
"percaya nggak percaya" telah menjadi titik simpul kemenangan kapitalis.

wajah Kota surabaya tak seindah u)arna aslinya, tak semerdu alun iramanya.

sebagai pemegang otoritas publik, Pemkot tersinyalir disfungsional dalam

mendesain tata ruang kotanya. Atau memang pangreh Pemkot Surabaya

sengaja "nrengkerdilkan'Kota Surabaya dalam makna yang substansial. Dan

warga patut bertanya, sesungguhnya masihkah kita ini mempunyai Pemkot?

Pemkot Surabaya seolah hanya bayang-bayang maya yang bias, karena

ternilai gagal mengendalikan laju kotanya.
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Maubuktibukan?oke.Kezalimanplanologisperkotaanitudipentaskan
sedemikian lugas di Surabaya' Saksikanlah' Lahan konservasi dan tangkapan

airdiSurabayaTimurtinitetan''disulap,'menjadikawasanperumahan.
Pantai Timur Surabaya dengan hutan bakau yang dulu rimbun sebagai

hunian biota air tetatr "air&italisasi" pelan-pelan menjadi areal "gurun

sahara,permukiman.''Mangkok''KotaSurabayaitudiurukdanban|irpun
menjadi realitas yang tidai terelakkan' Baniir hanyalah akibat sala dari

kesalahan tata ruang iu.tg "*".,ginjak" tatanan ekologis dan "rr'embuldoser"

jaringan sosiologis.
Flutan kota yang secara historis sejak tahun 1293 tertata di jazirah

Surabaya Selatan yanimenjalar mulai Wonokro mo ('vono' hutao kromo' kawin)

,u*pui hutan Wiyuni (tempat perselingkuhun SangAdipati temPo dulu) dan

be.uihi, di bagian nu-.ut 1U".prsat di Benowo) telah dikebiri menjadi hutan

beton. "Bank air" Kota Surabaya telah dibobol' Maka banjir dan krisis air

bersih adalah sebuah keniscayaan. Di Surabaya Barat bertengger perumahan

yu.g "*u.istakaan butlaya buttg"a" Tumbuh kawasan yang konorr elite

dengan mengusung guyu t"nia'ipan ala Singapura' London' Paris' Italia'

Mediterania. Bahkan"aia yang bangga dengan mengusung Patung Raffles'

Ini menggelisahkan. rerrupu plmtoi surabaya membiarkan situasi kritis ini.

Tidakka-h- warga Kota Suiabaya perlu khawatir. Apabila situasi demikian

terus berlangsung, Kota Surabayj dikemudian hari akan asing bagi anak-

cucu wargariya sJndiri. Kota Pahlawan kok Pengagum Raffles' Bung Karno

atau Bung Tomo mana? Kenapa tidak ditumbuhkan perumahan model klasik

-"r1g"nig zamarr keadiluhuigaLr Ujung Galuh dengan keindahan arsitektur

Mentaraman?Pengembangtentusa|atidaksertamertabersalah.Fenguasa
surabaya yang mengizinkln itulah yang "berdosa'. Ini sebuah "anarkhisme

kultural" yang cukup mendukacitakan'
Reklamasi'diam-diam"j'gumer'ggeliatdiSurabayaTJtarayang

berpotensi "mempadangpasirkan:' Kota Strrabaya' Lahan yang terbentang

di wilayah Asemrowo Jiurp,r., Tambakoso t.apat disaksikan-sebagai fakta

empiris. Di iantung Kota Surabaya Pun terjadi penjungkirbalikkan fungsi

kawasan kota. Di pusat Kota Srr.rb,.yu tergelar tatanan yang menjadi

perlambang k"ropo",tyu "bangunan kota berkelaniutan dengan berdirinya
ialtar perte-ngkrriakar,l'. Factoiy-outle, (Fo) - "kedai pakaian) restoran dan

'purrgjrrr,g dlgur,g" dibuka de'tgan hanya meren<.rvasi rumah tempat tinggal'

Perubahan itu menyalahi "kodrat" pusat Kota Surabaya sebagai kawasan

permukiman yang ^y.-un 
penuh p"'ottu' Kemacetan lalu lintas menjadi

tidak terelakkan dan su-akir, -unggitu dengan konsekuensi jumiah buangan

emisi kendaraan bermotor yang menggumPal' Pencemaran udara terPotret

tambah parah di pusat Xota Surabuvu' K"ttupa semua itu harus teriadi'

)L Hukum Lingkungan Diantara Para Pemalas

ya ... karena ada yang hanya sibuk "menata uang') bukan menata ruan8.

walikota yang baru terpilih 2010 ini semoSa tidak mengkapitalisasi kota atas

nama lingkungan meski telah mencederai Banyu Urip dengan Box Culvert'

Terus Bagaimana?

Siapakah pihak yang harus bertanggungiawab? Hak-hak aPa yang dimiliki
*u.gu koia teriradip "kezaliman tata ruan'" dengan segala implikasi

yu.idisnya? Pemkot musti bertanggung jawab' Redesain tata ruang

,eyogiur.yu segera ditempuh dengan berpaling pada koridor ekologis dan

,orio--k.rltu al yartg terbalut "segmen ekonomi". Tata ruang Kota Surabaya

dari mana dimulai? Dari basis ekologis dan sosio-kultural jawabku.

Relevandenganbirrcanganiniadalahbencanabanjirmisalnya.Publik
Kota Surabaya telih mengetahui bahwa bencana banjir telah menerjang pori-

pori Kota Surabaya. Perikehidupan warga kota terusik karenanya' Korban

Lanjir secara yrridir dapat melakukan class action untuk menggugat ganti

kerugian *u.ip,rn tindakan pemulihan "kualitas hidup" terhadap Pemkot

sura;aya. Menggugat pemkot adalah salah satu alternatif hukum yang

tersedia, mes,ki-'kelelahkan' dan acapkali "menjengkelkan' serta diledek

sebagai "langkah salah alamat". Takapalah'

bi Sr.IUuya dalam waktu yang lalu juga telah diakui bahwa di Kota

Surabaya telahierjadi penyalahgunaan tata ruang' Terhadap pengakuan ini

upu yungharus aitatutan aParat penegak hukum? Apakah cukup dengan

plr,gakuan tanpa penegakani Apakah Pemkot 1T"i "t"Y3:miliki 
kekebalan

hukum dalam kasus banjir ataupun tata ruang? Petinggi Kota Surabaya tela}r

mengakui dan korban banjir pun telah ada, penyimpangan,tata ruang juga

men[gejala. Lantas, nunil|u apalagi wahai law enforcer? Males kali ye' Atau

memang hingar-bingar Pemilu lebih menarik?

Seilubt ngan Ju.tgut melayangnya jiwa warga akibat banjir yang
,,merendarn' Kota sur-abaya sewaktu lebaran dulu itu misalnya, polisi

selayaknya melakukan penyidikan terhadap kasus ini' Institusi Pemkot

yu.ri b".iur,ggung jawab di bidang pengendalian banjir mauPun tata ruang
iselayaknya ;i"-ltrt tanggung jawab hukum untuk proses "pemejahijauan 

"
Dalam kasus penyalahgunaan tata ruang yang mengakibatkan banjir'

memejahiiaukan pemkoi Surabaya merupakan tonggak memartabatkan

hukum di Kota Surabaya. Pemidanaan Penguasa memang sesuatu yang sulit

dan nyaris mustahjl untuk dilakukan berdasarkan.Pasal 50-51-KUHP model

kasus Akbur Tancljung yang "nSSegirisi" ittt' Namun' warga akan menghela

nafas tanya: tidak ^i-prLuh-nt't"n 
meresPons suatu keryataan bahwa

kekeliruan tata ruang yu.g *",,gukibatkan banjir telah menelan korban jiwa?
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Relakah aparat hukum menyaksikan warga kota hanya dapat menggelengkan

kepala sebagai pertanda uputi,*tt'yu-pad a kapasitas hukum? 
-Kelaf 

a dalam

kasus penyalahgunaan ..,u.g ini telum ada penyidikan terhadap Pemkot

yang tetatt m"niukrlnyu -utlp"t pengusaha 1'ang disinyalit nakal? Apabila

hukum tidak sanggrp ,tt"tty""t'n tasus ini' hukum benar-benar telair

kehilangan jatidirinya. Pedulikah kita? i

Langkah penegakan hukum dalarn kasus baniir dan penyalahgunaatt

tata ruarr"g membutuhkan "energi inovatif" ,l'ari aparatur peleqak hukum.

publik senantiasa menanti "akrotat-futuristik" para penegak hukum dalam

mengusik kekebalan hukum Penguasa <lan pengusaha' Bukankah kita

sering mendengar "alun kenaniu";butt*n di sebuah negara hukum' tidak

ada penguasa atauPun p"ng'*hu yang tidak terjamah hukum' Penguasa

Surabaya semestinya menjad-i teladan penegakan hukum tema ini' Pasti bisa'

Surabaya serba bisa kok.

11. I(O]UIPLEIGITAS PETAIAAI{ RUA]IG

Pergulatan yang mengiringi perkelbangan kota tentu saja amat sangat

u"rigu^ *u.nulTidak"ada titit-titlt perkotaan yang tidak menyuguhkan

suatu tontotan dan tuntunan yang tidal: mengasyikkan-' Paling tidak 1'a "'
*"ry""uttun. Kota-kota dunia"yang konon dir'amakan kota raya alias

metropolitan sejak lama tergiring dln,tergiur unluk-me.ntadi kota-kota

kematian yang disebu t netero{outai. simak dan sibaklah lembaran-lembaran

perkotaan di Indonesia, d'i Iawa Timur' wabilkhusus Surabaya' Di Surabaya

sedang dipertontonkan sebuah drama kolosal tentang kematian kotanya' Kota

surabaya dirasakan r"Jurrg sakit keras dalam kondisi yang meniengahkan.

]engah dan jenuh 
^"*u.r,ui*arga 

Kota surabaya. Perikehidupan di Surabaya

,.rj""t*. seperti mesin-mesin kota yang berialan sesuai 1:tg1" rute yang

ditetapkan t.r,pu n.tu, keberlanlutan. fiaat ada daya imajinasi yang penuh

humanisme 1Xo*orung,on) yang mengakurkan sesama Arek-arek Suroboyo'

Kota ini berlatan seper'ti;uiur,rry-u "tuda liar". Jalanan bisa membuktikan.

Dalam kurun *ukt, 30 tahun terakhir ini Surabaya mengalam:'

Droses "eiakulasi" ataupun "menstruasi" perkotaan dal11 tingkatan yang
t^"""t",ir". 

Titik_titik;impul surabaya telahdikangkangi olehpara pemeran

utama kota dalam hitungan yang tidak terperikan rakusnya' Kemenangan

kapitalisme yung ;u;Pu *eidepak .ke luar gelanggang sosialisme'

Terciptalah kota ini ;""4^ telanjang bulat' Apa yang tidak menggunakan

standard harga di Surabaya? S"*"u sisi kehidupan perkotaan ini telah

dihitung dalam Xisaran traria iual yang ielas dan pas meski terkadang dengan
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diskonan. Big salemenjadi kata yang memukau dan orang digiring berbelanja

dalam kisaran melebihi kebutuhan. Yakinlah bahwa ada orang Surabaya

yang membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya yang tentu saja tidak

auplt -".,"ukupi kerakusannya. Keinginan dan kerakusan sebagian warga

koia Surabaya menandakan dendang tembang tata uang' Inilah yang saya

maksudkan bahwa di Kota Surabaya tidak ada tata ruang' yang ada adalah

tata uang. Uang iustru mamPu menata ruang dengan benderangnya' Dan

banyak pihak tersedak karena uang'
" Namu., konyolnya ad,alah bahwa Pemegang dan pembuat kuasa

perkotaan ini terliirat tlrgeletak lemas kebanyakan uang dan menggadaikan

,ru.rgnyu. Baca saja Per.fl Tata Ruang Kota Surabaya yang tidak memberikan

perubahanapaPunsecaramaknawikecualisebatassparklinglahiriyah
sala der,gan rrnur,i yang kerdil dan gersang' Surabaya membuat kita penat

dalam Pusaran yurrg Lunukutkan' Cagar budayanya dicakari' Warisan

leluhur hiembat dan dluntal dengan terang benderang tanpa risih sedikit pun'

Pemkot Surabaya seperti kehilangarr arah zamannya dan tidak sreg aPaya g

""-nu.rr.yu 
dikeriakan. Irulodel pembuatan temPat-temPat iklan bando yang

;najis'itu kelihatan dalam p"ngiru".ut pihak-pihak tertentu yang tidak dapat

dijamah oleh siapapun. Para potititi turut terlibatkah dalam "menjual" kota

ini? Jawabnya jelas udu yurrg ikut serta dengan melakukan kezaliman kebijakan

yu.,g riauk berp..tdaigu,t" "kotuk' surgaku" Apakah mereka itu pelaku
ip"ribrrrkun'kota? Witlahualam. Cuma semua telah dibungkus rapi dengan

iklanyangculastanpamaknacerdas.Iklandikotainitelahmerendahkarr
martabat sejarahnYa.

12. JAUIA DAIA]II IIPATA]{ KEZALIMAI{ PIAI{OLOGIS

TATA RUANG. Inilah kosa kata yanS secara planologis begitu penting

artinya untuk mengkafi ]awa yang tedut'g dalam kondisi memprihatinkan'

Semua dimensi kewilayahan musti ditata demi pemanfaatan-ruang yang

terkendali. Pelajaran mengenai spatial planning layak dikedepankan

sebagai agenda besar bagi"penge*UTtgut' negeri yang-sudah merdeka

selama 63 tahun. Negeri'yu"g ^"taeka 
67 tahun bukankah negeri yang

bebas menyalahg unaian,Lut'g sepanjang 67"/"' Krtatidak hendak memalak

Republik i.,i ""iru 
besar-besalansehingga tinggat 33"/" yang utuh' Pulau

]awa sebagai pusat pengembangu" p"'uduban (konon) tidak selayaknya kita

binasakan dalam kisaian yu.rf *"ra"ka berbuat zalim. Merdeka tanggal

17 Agustus 1945 bukanlair rnerdeka untuk menggunakan ruang tanah'

udaradanlautsecarabebastanpakendalinorma.Kitasemuaseyogianya
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mau belajar dari serpihan sejarah tata ruang ncgara yang selalu mentolerir
keliaran. Sejarah tata ruang sejak zaman Pra-Sejarah telah ditata dengan

ketidaktatanan kemanusiaan. Pola-pola penataan ruang yang mengikuti
rute alam tanpa rekayasa telah terbukti tidak membawa kebaikan yang
semestinya. Kita semua dengan riang terkungkung dalam ketamakan zamar.

yang mengabaikan keilmuan manusia. Alam bergulir sendiri dengan liarnya
dan akhirnya melahirkan tata ruang yang mendesain kehidupan manusia

apa adanya. Manusia tidak mencoba untuk bertindak merekayas;r penataan

ruang sesuai dengan pertanggungiawaban keilmuan yang sepadan (scienlifc-

mind). Alir sungai dan kelok jalanan Tanah Jawa tampak ruwet seolah

menggambarkan keruwetan batin warganya. Semua sungai dan ka nalJcanal

kecil serta jejak jalanan Pulau jawa tampak berserak dengan k,eindahannya

sendiri yang sesuai dengan batas peradabannya. Tentu ini bukan set;uatu

yang salah. Tata ruang Pulau Jawa dikelola dengan manajemen alamiah

seakan tanpa sentuhan sekolahan. IImu sepertinya sedang digadaikan oleh

kekuasaan yang begitu menggurita.
Maka zaman bergerak cepat dengan kilatan pendidikan. Bangku

sekolahan telah digelar dan dihelat dalam iringkai yang menSSembirakan.

Pakar-pakar tata ruang dihasilkan ,lan ahli hukum tata ruang diciptakan.
Apa yang terjadi kemudian? Baikkah tata ruang pulau |awa? Semakin

nyamankah tinggal dibelantara tanah Jawa? Adakah Pulau Jawa semakin

aman dan nyaman sebagai tempat tinggal. Terhadap kata aman dan nyanran

semoga pembaca sempat menerawang jauh ke zaman Nabi Ibrahim atau

Sang Sahabat Tuhan alias Abraham, Bapak Tiga Agama. Sewaktu menata

umat dan wilayah kekuasaannya di segmen Tanah yang Diperjanjikan,

Sang Sahabat Tuhan selalu berdoa agff negaranya dijadikan negara yang

aman dan nyaman. Maka wilayah kekuasaannya dibagi dalam lini sesuai

dengan dominasi perikehidupan warganya. Kawasan pertanian untuk Para
petani. sawah dan ladang dalam bahasa sekarang jangan dijadikan sebagai

Lr*uru.r tambang dan industri. Menata lnang wilayah sesuai dengan kondisi

nyata yang telah tergelar untuk selanjutnya ditata sesuai dengan kecerdasan

yang terperikan. wilayah ruang dipilah dalam bingkai ekologis, ekonomi,

sosiat-Uuaaya dan kerakyatan. Tanah yang secara konservasi layak menjadi

areal konservasi pasti dikembangkan dan bukannya dibinasakan. Kawasan

konservasi tidak akan dijadikan sebagai witayah industri. Hutan dihijaukan
dengan dijaga secara ajek tanpa peniarahan-

Untuk itulah menata ruang haruslah berbasis pada kepentingan

lingkungaru ekonomi dan sosial secara seimbanS. Dan apa yang seclang

terpentaskan di Tanah Jawa? Sawah ladang telah dijual. Sumber air

diusahakan dengan birokrasi yang mencekam dengan lahirnya izin
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pengusahaan sumber daya air yang diatur dalam Undang-undang Sumber

Daya Air. Penataan ruang tidak dilakukan sesuai dengan basis yang

ada. undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum

disosialisasikan dengan matanS. Kita semua musti menyadari bahvra

tata ruang adalah pertaruhan kita. SiaPa yang akan menjadi Pemenang,
investor ataukah sekadar predator? Kita mau membangun kepemimPinan

yang menjadi wali lingkungan atau mau mencetak maling alias mafia

ii.rgkrr,gu.' Siapa yang lebih serius untuk maju ke dalam Pentas politik
kepemirnpinan ke depan adalah mereka yang menghambakan diri kepada

kepentingan lingkungan. Tata ruang bagian dari tatanan Tuhan. Maka siapa

yung r.r"trrulimi ruang adalah sama dengan melawan Tuhan. Tuhan telah

mencipta ruang sesuai dengan peruntukannya. Ada gunung Semunung/
ada pula datalan yang menghampar serta samudra yanS bergelombanl;.

Ada lanah pesisir dan ada tanah bebatuan. Gunung biarlah berdiri tegak

menjadi paku bumi yang menghampar. ]anganlah gunung dikepras dan

ditambang atau dijarah isinya seperti yang terjadi di Papua atau di NAD

atau Sulawesi dan Kalimantan. Sungai biarlah mengalirkan air yang tetap

jernih dan jangan dikotori seperti ini hari. Bumi biarlah menghijau dengan

sawah ladangnya dan jangan dicemari limbah raya yang mengalir tanpa

pengolahan. ini sekadar contoh kecil bagaimana Tuhan mencipta alam dalam

por"1 yur,g pas dan manusia Republik ini membalikkan logika-Nya. Ada

gunung ying dipotong dan ada danau yang menggunung dengan tailing

tu*uur,g. Lautan jangan diembat isi tanpa perhitungan. Dan jawa benar-

benar r.dung dirong-rong wibawa alamiahnya dengan segala kerakusan

kekuasannyi yut g bertengger di atasnya. Hutan Pulau Jawa yang benar-

benar lestari tinggal tersisa L4"/o saia. Hampir 65% hutan Pulau jawa rusak

parah dengan penggundulan yang menggila. Ini adalah pertanda bahwa

iu*u 
""dur,g 

aaUm tahaya. Bisakah UU Penataan Ruang menyelamatkar-
pulau |awai Semua kembali pada kita dan aparatur penegak hukumnya.

selamatkan Pulau jawa sekarang juga. Bukankah kita perlu merdeka dari

kezaliman tata ruang yang digeser oleh kemenangan tata uang? Merdeka

berarti menyelamatkan tumpah darah bukan? Saatnya kita bertindak nyata

sambil membaca buk]u Island of laaa karya fohn joseph stockdale (1811) dan
.Ih,z Conquest of laztatulisan Major william Thorn (1815). Kita tahu Jawa pada

lembar historisnya adalah gumparan awal peradaban Tuhan atas dunia.

Wallahualam.
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"cek kosong" kepada Walikota? Kalau Walikotanya peduli sih tidak banyak
soal, namun, kalau tidak mempunyai "nafas ekologis') tentulah aturan hukum
dalam Peraturan Daerah itu nantinya hanyalah sekadar tumpukan kertas

belaka. Aturan hukum Peraturan Daerah akan menjadi onggokan norma
semata apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan.

Formulasi Pasal 1,1 Peraturan Daerah secara praktis juga dapat

melahirkan ibentura.n kewenangan' antar banyak instansi-internal
Pemerintah Kota surabaya sendiri. Istilah dalarn Pasal 1.1 ayat (1) "... sesuaj

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku" tidak menciptakan
kepastian hukum dalam upaya perlindungan tumbrrhan dan s;,twa cli Kota

Surabaya. Alhasil, organ intern Pemerintah Kota diprediksi akan lebih asyik
berebut wewenang dan cenderung saling lempar tanggung jawab.

Pembentukan Peraturan Daerah bagaimonapun juga meruPakan produk
bersama dan hasil kerjabareng yang harus n'rervadahi berbagai kepentingan
publik. Ini merupakan langkah hukum untuk menggapai cita Surabaya

yang Hijau Penuh Kicau. Akankah? semuanya kembali ke Pemerintah Kota

Surabaya dan kesadaran ekologis warga kotanya.
Kini tibalah saatnya Pemerintah Kota Surabaya menetapkan ag'enda

ekologi perlindungan tumbuhan dan satwa yang mamPu mengkonstruksi
metropolitan ini z7o royo-royo. Dan Peraturan Daerah tersebut merupakan

sarana yuridisnya. Bisakah? Kita ikuti saja dinamika historisnya. Raperda

tersebut kini telah menjadi Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 6 Tahun

2004 tentang Perlindungary Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan

Satwa. Saatnya untuk melaksanakan dan menegakkannya.
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